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ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN DIGITAL PAYMENT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

NAMA : AZURA
NIM	 : 2110090811028

Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk dalam pengelolaan pajak daerah. Namun, penerapan digital payment di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai masih menghadapi tantangan karena belum tersedianya aplikasi khusus pembayaran pajak, sementara masyarakat dan pegawai telah memiliki pengalaman dalam memanfaatkan layanan digital, seperti mobile banking maupun aplikasi keuangan elektronik. Gejala ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan pengguna dengan ketersediaan sistem. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai”.
Penelitian ini menggunakan teori (Widodo dan Putri 2020) yang menekankan bahwa penerapan digital payment dipengaruhi oleh faktor individual, meliputi kompetensi digital, pengalaman menggunakan teknologi, sikap terhadap perubahan, serta motivasi, dan faktor organisasional, yaitu dukungan manajemen, infrastruktur teknologi, program pelatihan, serta budaya organisasi. Populasi penelitian berjumlah 90 responden, terdiri atas 30 pegawai dan 60 masyarakat. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling untuk pegawai dan insidental sampling untuk masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen dan literatur terkait. Data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan skala likert.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individual, khususnya pengalaman menggunakan teknologi dan sikap terhadap perubahan, memberikan kontribusi tinggi terhadap kesiapan penerapan digital payment. Pada faktor organisasional masih terdapat keterbatasan, terutama pada dukungan manajemen karena belum adanya aplikasi resmi pembayaran pajak daerah. Secara kuantitatif, penelitian ini memperoleh total skor sebesar 4.171 dengan persentase 62%, yang termasuk dalam kategori cukup baik dan berada pada rentang 3.510–4.590. Dengan demikian, tingkat kesiapan penerapan digital payment secara keseluruhan dinilai cukup baik dan dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem pembayaran pajak digital sesuai kebijakan SPBE.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi, terjadi perubahan signifikan dalam gaya hidup manusia. Ketergantungan terhadap internet, baik melalui komputer maupun smartphone, semakin meningkat. Kini, masyarakat dapat mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja dengan sangat mudah. Dalam memilih suatu produk, masyarakat cenderung mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemudahan akses, fleksibilitas waktu, harga yang terjangkau, serta kualitas yang ditawarkan.
Dengan munculnya teknologi digital, e-payment atau pembayaran digital telah menjadi salah satu metode pembayaran yang paling populer. Pada intinya, e payment adalah proses mentransfer uang atau dana secara elektronik antara dua pihak, seperti bank, bisnis, pemerintah dan konsumen individu guna menerima barang atau Pembayaran berbasis non-tunai, seperti yang dilakukan menggunakan kartu debit, kartu kredit, PayPal, atau Apple Pay, semuanya dikategorikan sebagai transaksi e-payment. Dengan memanfaatkan e-payment, pelanggan dapat menikmati peningkatan kenyamanan, keamanan, dan kecepatan saat melakukan pembayaran untuk pembelian. Pembayaran berbasis tunai termasuk uang dan cek disebut sebagai pembayaran non-digital, sedangkan pembayaran digital mengacu pada kartu pembayaran berbasis non-tunai seperti kartu debit, kredit, atau nilai tambah, instruksi akun, sistem Transfer Dana Elektronik atau Electronic Fund Transfer (EFT), e-money, uang virtual atau digital, dan pembayaran yang dilakukan langsung ke akun digital. Pembayaran digital ini memberi pelanggan cara yang aman, aman, dan nyaman untuk bertransaksi secara online atau secara langsung (Misdianto, 2023).
Penerapan digital payment aplikasi yang didefinisikan sebagai kesediaan pengguna untuk memanfaatkan inovasi teknologi aplikasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sejatinya diimplementasikan oleh pemerintah daerah selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan layanan publik yang dilaksanakan di tingkat daerah dalam rangka mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. 
Dalam konteks administrasi pemerintahan, penerapan tekonologi aplikasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pemerintahan.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bagian dari urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 18 Tahun 2019. Badan Pendapatan Daerah  sebagai organisasi publik yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan pendapatan daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi penerimaan daerah. Dalam menjalankan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk mengadopsi berbagai inovasi teknologi salah satunya penggunaan aplikasi  untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan, pengelolaan, dan pengawasan pendapatan daerah.
Kota Dumai merupakan salah satu daerah dengan potensi ekonomi yang berkembang, didukung oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa. Pendapatan daerah Kota Dumai bersumber dari pajak daerah, retribusi, serta pendapatan lain yang sah, yang terus dioptimalkan melalui inovasi sistem pemungutan dan pengelolaan. Dibandingkan dengan beberapa kota lain di Provinsi Riau. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan, pemerintah daerah terus berupaya menerapkan teknologi digital dalam sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah.
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Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai telah menerapkan berbagai sistem teknologi informasi dalam pelayanannya, seperti sistem pembayaran pajak online, sistem informasi manajemen pendapatan daerah, dan berbagai aplikasi pendukung lainnya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan berbagai aplikasi yang digunakan dalam sistem 
Tabel I.1
Bank Pengelolaan Pajak Daerah dan Sistem Pembayaran Pajak pada 
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	NO.
	Bank
	KETERANGAN
	TAHUN
	KELEMAHAN
	JENIS PAJAK

	1.
	Bank Riau Kepri Syariah
	Bank Riau Kepri Syariah menyediakan fasilitas pembayaran pajak daerah melalui loket serta adanya teller resmi yang berlokasi langsung di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Wajib pajak dapat langsung datang ke Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan pembayaran tanpa perlu ke kantor cabang bank. Hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi.
	2022
	Di Badan Pendapatan Daerah Kora Dumai Belum tersedia alternatif pembayaran lain selain loket Bank Riau Kepri Syariah, sehingga wajib pajak harus mengantre lebih lama dan tidak memiliki pilihan metode pembayaran yang lebih praktis.
	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

	2.
	Bank Mandiri
	Bank Mandiri telah bekerja sama dalam penyediaan sistem pembayaran pajak, namun tidak memiliki fasilitas loket atau teller di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Oleh karena itu, wajib pajak harus melakukan pembayaran langsung ke kantor Bank Mandiri, kemudian menyerahkan bukti transaksi kepada petugas pelayanan di Badan Pendapatan Daerah untuk diproses.
	2023
	Belum tersedia loket Bank Mandiri di kantor Badan Pendapatan Daerah  sehingga membuat wajib pajak harus melakukan pembayaran di luar kantor tersebut dan kembali lagi untuk menyerahkan bukti transaksi, yang membuat proses menjadi kurang efisien.
	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

	3.
	Bank BRI
	Bank BRI juga merupakan salah satu mitra pembayaran pajak di Kota Dumai. Namun, seperti Bank Mandiri, BRI tidak menyediakan loket atau teller di kantor Badan Pendapatan Daerah. Pembayaran harus dilakukan langsung di kantor cabang Bank BRI, dan bukti pembayaran harus dibawa secara manual ke petugas pelayanan Badan Pendapatan Daerah untuk dicatat dan divalidasi.
	2023
	Bank BRI belum memiliki loket di kantor Badan Pendapatan Daerah, sehingga pembayaran hanya bisa dilakukan di kantor cabang BRI. Bukti pembayaran juga harus dibawa secara manual ke kantor Badan Pendapatan Daerah untuk dicatat dan divalidasi, sehingga proses menjadi lebih panjang.
	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).


Sumber: Data Observasi Penulis Tahun 2025

Namun, hingga saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai belum sepenuhnya melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara optimal. Hal ini terlihat dari belum tersedianya aplikasi khusus yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak secara mandiri dan online secara menyeluruh.
Berbeda dengan instansi lain seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, yang telah menyediakan layanan pembuatan paspor secara online melalui aplikasi resmi dan terintegrasi, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai masih mengandalkan sistem manual dan semi-digital, yang mengharuskan wajib pajak datang langsung ke kantor atau ke bank terkait, kemudian menyerahkan bukti pembayaran ke petugas.
Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor pelayanan pajak daerah belum berjalan sepenuhnya. Masih dibutuhkan integrasi sistem, pengembangan aplikasi berbasis pengguna, dan dukungan infrastruktur agar pelayanan pajak dapat dilakukan secara efisien dan modern sesuai dengan prinsip SPBE.
Sosialisasi menjadi langkah penting untuk memperkenalkan sistem digital, memberikan panduan teknis, serta memastikan pegawai memahami manfaat teknologi dalam mendukung efisiensi kerja dan pelayanan publik.




Gambar I.1
Sosialisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
[image: ][image: ]





	Sumber Gambar: Media Online
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman dan kesiapan pegawai serta masyarakat dalam mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan pajak daerah. Kegiatan ini mencakup sosialisasi peraturan pajak daerah, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), pendataan pajak, serta pelatihan peningkatan kapasitas pegawai (capacity building). Salah satu fokus utama sosialisasi adalah pengenalan sistem pembayaran digital, termasuk penggunaan aplikasi QRIS sebagai metode pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
Dalam kegiatan ini, pejabat Badan Pendapatan Daerah bersama Wali Kota Dumai memberikan pemaparan mengenai manfaat QRIS, yang memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi dengan lebih cepat dan praktis hanya dengan memindai kode QR melalui aplikasi perbankan Dukungan dari perbankan seperti Bank Riau Kepri, Mandiri, dan BRI turut memperkuat implementasi sistem ini. 
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Dumai berharap penggunaan QRIS dapat semakin luas diterapkan, mendukung transaksi non-tunai yang lebih efisien, transparan, dan aman, serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Berikut ini merupakan tabel Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2022-2024:



Tabel I.2 
Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai


	Berdasarkan tabel penerimaan pajak daerah dari tahun 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, PAD mengalami peningkatan dengan realisasi melebihi target. Namun, pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah sedikit menurun meskipun masih mendekati target. Tren penurunan semakin terlihat pada tahun 2024, di mana realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
	Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah secara optimal, organisasi ini terbagi ke dalam beberapa bidang yang memiliki peran strategis dan saling berkaitan. Setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri dalam rangka mewujudkan pelayanan prima serta peningkatan pendapatan daerah secara efektif dan efisien. Adapun uraian singkat mengenai bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel I.3
Bidang-Bidang di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	No.
	Bidang
	Deskripsi

	1.
	Sekretariat

	Sekretariat merupakan unsur pendukung teknis dan administratif di Badan Pendapatan Daerah. Terdiri dari tiga subbagian, yaitu Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan dan Aset, serta Subbagian Tata Usaha..

	2.
	PBB dan BPHTB
	Bidang Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB) menangani pemungutan dan pengelolaan dua jenis pajak utama yang bersifat strategis dan bernilai tinggi dalam struktur Pendapatan Asli Daerah

	3.
	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	Mengelola berbagai jenis pajak daerah lainnya seperti Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet. Selain itu, bidang ini juga menangani retribusi daerah yang bersumber dari pelayanan publik.

	4.
	Hukum dan Keberatan
	Bertugas menangani aspek legal dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk penyusunan peraturan, telaah hukum, serta penanganan keberatan wajib pajak atas ketetapan yang dikeluarkan Badan Pendapatan Daerah. Bidang ini memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak dan retribusi berjalan sesuai hukum, serta memberikan ruang penyelesaian sengketa secara adil dan transparan

	5.
	Penagihan
	Memiliki peran vital dalam menindaklanjuti tunggakan pajak dan retribusi daerah. Bidang ini melaksanakan verifikasi data, menerbitkan surat teguran, melakukan penagihan langsung, serta menyiapkan langkah-langkah lanjutan seperti surat paksa, penyitaan, atau lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





	Terdapat 11 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Jenis-jenis pajak tersebut meliputi: 
Tabel I. 4
Jenis-Jenis Pajak
	NO.
	JENIS PAJAK

	1.
	Pajak Hotel

	2.
	Pajak Restoran

	3.
	Pajak Hiburan

	4.
	Pajak Reklame

	5.
	Pajak Penerangan Jalan

	6.
	Pajak Parkir

	7.
	Pajak Air Tanah

	8.
	Pajak Sarang Burung Walet

	9.
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

	10.
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

	11.
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)


	Kesebelas pajak ini menjadi sumber utama penerimaan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kota Dumai.
	 Proses pembayaran pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai masih didominasi oleh sistem manual. Meskipun berbagai aplikasi pembayaran pajak  dan kerja sama dengan perbankan telah diperkenalkan, namun implementasi penuh dari sistem digital ini belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai serta rekening koran Bank Riau Kepri Syariah pada tanggal 24 Desember 2024 yang penulis lampirkan pada halaman Lampiran.
	Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, telah ditetapkan suatu pedoman baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan perpajakan daerah.
	Penetapan SOP ini dituangkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Nomor: 62/Badan Pendapatan Daerah-Set/2021 yang bertujuan untuk:
1. Menjamin kepastian hukum dalam pelayanan publik yang dilakukan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam proses pelayanan pajak daerah.
3. Mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Keputusan ini didasarkan pada ketentuan:
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai.
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Pelayanan Publik.
f. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.	
Bagan I.1 
Sop Pembayaran Pajak
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Sumber: Badan Pendapata Daerah Kota Dumai
	Dengan diberlakukannya SOP ini, diharapkan seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat menyelenggarakan pelayanan perpajakan daerah secara profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
	Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari rekening koran Bank Riau Kepri Syariah, tercatat terdapat 32 transaksi pembayaran pajak yang dilakukan dalam satu hari. Jika angka tersebut diproyeksikan dalam rentang waktu satu bulan dengan 30 hari kerja, maka rata-rata transaksi yang terjadi mencapai sekitar 740 transaksi per bulan. Data ini memberikan gambaran bahwa aktivitas pembayaran pajak masih cukup tinggi dan sebagian besar dilakukan secara manual dengan cara wajib pajak datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah atau melalui loket bank yang bekerja sama.
	Tingginya angka transaksi harian ini menjadi indikator bahwa animo masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cukup baik. Namun, di sisi lain kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan dalam hal efektivitas pelayanan. Rata-rata 32 wajib pajak per hari harus dilayani secara langsung, sehingga berpotensi menimbulkan antrean panjang, keterbatasan ruang tunggu, serta penumpukan berkas administrasi. Situasi ini tentu berimplikasi pada meningkatnya beban kerja pegawai, sekaligus memperbesar potensi terjadinya keterlambatan proses validasi pembayaran.
	Apabila fenomena ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi saat ini, sebenarnya angka tersebut bisa diminimalisir dengan adanya penerapan sistem digital payment yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran dari rumah atau lokasi lain tanpa harus hadir secara fisik di kantor Bapenda. Dengan adanya aplikasi khusus yang terintegrasi, maka rata-rata 32 kunjungan harian tidak lagi seluruhnya terkonsentrasi di loket pelayanan, melainkan dapat tersebar melalui kanal digital yang lebih efisien.
	Oleh karena itu, data transaksi rata-rata ini memperkuat argumentasi bahwa penerapan digital payment di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai bukan sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Peningkatan jumlah transaksi pajak yang signifikan setiap harinya harus diimbangi dengan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, sehingga kualitas pelayanan dapat ditingkatkan, beban pegawai dapat dikurangi, dan kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak dapat terwujud.
Berdasarkan observasi awal dan informasi yang diperoleh, terdapat beberapa indikasi permasalahan dalam penerapan digital payment di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Gejala permasalahan yang ditemukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai memiliki kaitan erat dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun pada kenyataannya, implementasi sistem teknologi di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai masih menghadapi tantangan signifikan, khususnya dalam adaptasi pegawai terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. Sebagian pegawai merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem baru, menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban penerapan teknologi dengan kesiapan sumber daya manusia di lapangan. 
Fenomena ini menarik untuk diteliti mengingat keberhasilan implementasi teknologi sangat bergantung pada penerimaan pengguna. Menurut (Widodo dan Putri 2020), terdapat beberapa faktor kunci yang memengaruhi penerapan digital payment. Faktor tersebut meliputi: faktor individual, yang mencakup kompetensi digital, pengalaman menggunakan teknologi, sikap terhadap perubahan, serta motivasi; dan faktor organisasional, yang meliputi dukungan manajemen, infrastruktur teknologi, program pelatihan, serta budaya organisasi.
Berdasarkan dari uraian penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan digital payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai”.

B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan observasi awal dan informasi yang diperoleh, terdapat beberapa gejala permasalahan dalam penerapan digital payment di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai:
1. Belum tersedianya aplikasi digital berbasis SPBE untuk pembayaran pajak secara mandiri oleh masyarakat, sehingga proses pembayaran masih mengharuskan wajib pajak datang langsung ke kantor atau bank.
2. Sistem pelayanan pembayaran pajak masih bersifat manual dan terpisah, belum terintegrasi dalam satu platform digital resmi milik Badan Pendapatan Daerah.
Berdasarkan gejala-gejala masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahn pokok dalam penelitian ini  yaitu “Apa  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai?”









C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung penerapan sistem digital berbasis SPBE dalam pelayanan pembayaran pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem digital berbasis SPBE dalam pelayanan pembayaran pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam meningkatkan penerapan digital payment oleh pegawai guna mendukung efektivitas dan efisiensi layanan administrasi perpajakan daerah.
b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan digital payment dalam organisasi pemerintahan, khususnya di sektor administrasi publik.
c. Sebagai sumber informasi bagi penelitian lain yang ingin membahas topik serupa terkait penerapan digital payment dan transformasi digital di instansi pemerintahan.

II. 
BAB II
TELAAH PUSTAKA

A. Kerangka Teori
Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan digital payment pada Badan Pendapatan Daerah  Kota Dumai menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam, mengingat adanya berbagai tantangan dalam implementasi teknologi yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem. Penelitian ini berupaya memahami sejauh mana pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat menerima dan mengadaptasi teknologi baru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan tersebut dalam proses transformasi digital di lingkungan kerja.
Dalam upaya menganalisis permasalahan yang telah diidentifikasi, penulis akan menguraikan beberapa teori dan pendapat para ahli terkait dengan konsep penerapan digital payment, transformasi digital dalam pelayanan publik, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi teknologi di organisasi pemerintah. Teori-teori tersebut akan dihubungkan dengan permasalahan penelitian ini guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap konteks yang hendak diteliti.
Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan teknologi merupakan prinsip penting untuk mencapai metode terbaik dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan digital payment agar setiap hambatan dan tantangan dalam proses adaptasi teknologi dapat segera diidentifikasi dan diatasi, sehingga implementasi teknologi dapat berjalan optimal sesuai dengan tujuan organisasi.

A. Penerapan Digital Payment
Menurut (Pratama 2023) dalam bukunya “Transformasi Digital di Era Society 5.0”, penerapan digital payment adalah proses psikologis yang dialami pengguna mulai dari mengenal sebuah teknologi hingga akhirnya menggunakan teknologi tersebut secara berkelanjutan. Proses ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku yang membentuk sikap akhir pengguna terhadap teknologi tersebut.
Penerapan digital payment merupakan konsep fundamental dalam memahami bagaimana individu dan organisasi mengadopsi dan menggunakan teknologi baru. (Jogiyanto 2020) menekankan bahwa penerapan digital payment berkaitan dengan keyakinan pengguna bahwa teknologi tersebut dapat digunakan tanpa upaya yang berlebihan. Ini menunjukkan bahwa aspek kemudahan penggunaan menjadi faktor kunci dalam penerapan digital payment.
Menurut (Wijaya 2021) memperluas definisi ini dengan menekankan aspek kesediaan pengguna. Menurutnya, penerapan digital payment tidak hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemauan untuk mengintegrasikannya ke dalam rutinitas kerja sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan digital payment memiliki komponen psikologis yang signifikan.
Menurut (Hartono 2019) menambahkan dimensi proaktif dalam definisinya, menunjukkan bahwa penerapan digital payment bukan hanya tentang penerimaan pasif, tetapi juga mencakup sikap aktif dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi.
Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis merupakan model yang paling berpengaruh dalam menjelaskan penerapan digital payment. Menurut (Santoso 2021) menjelaskan bahwa TAM dirancang khusus untuk menjelaskan penerapan digital payment informasi oleh pengguna. Model ini telah divalidasi melalui berbagai penelitian dan konteks.
Menurut (Sudaryono 2020) menekankan bahwa TAM tidak hanya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan, tetapi juga memberikan kerangka untuk memprediksi tingkat penerapan digital payment di masa depan.
Konsep penerapan digital payment menjadi fokus utama dalam memahami bagaimana individu dan organisasi mengadopsi teknologi baru. Davis (1989) dalam penelitiannya yang berjudul "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology" mengembangkan Technology Acceptance Model (TAM) yang hingga kini menjadi landasan teoritis utama dalam studi penerapan digital payment.
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment
Salah satu kunci awal bagi keberhasilan penerapan digital payment dalam instansi adalah kemauan untuk menerima teknologi tersebut dikalangan pengguna. Salah satu metode pendekatan untuk memahami sikap pengguna terhadap teknologi adalah Technology Acceptance Model (TAM). Model TAM sediri mendefinisikan dua hal yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi yaitu persepsi pengguna terhadap manfaat dari teknologi dan kemudahan dalam menggunakan teknologi.
Kegunaan yang
 Dirasakan
(Perceived Usefulness)
Penggunaan Sistem Aktual
(Actual System Use)
Kondisi Fasilitas Pendukung
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Perilaku Terhadap Pemakaian
(Attitude Toward 
Using)
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(Perceived Ease Of Use)
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Bagan II.1: Technology Aceptance Model (TAM).
TAM telah menerima banyak dukungan selama bertahun-tahun. Ini telah divalidasi melalui berbagai sistem, dan manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang dirasakan telah terbukti dimensi kognitif yang andal dan valid (King, W. R., & He, 2006) (Burton-jones & Hubona, 2006).
TAM mempunyai tujuan menjelaskan dan memprediksikan penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. Model ini menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap perilaku pengguna dengan lima variabel yaitu persepsi kegunaa (perceived usefulness) persepsi tentang kemudahan penggunaan (perceived ease of use), sikap terhadap penggunaan (attitude toward using), kondisi fasilitas pendukung (dan keenderungan perilaku untuk tetap menggunakan (behavioral intention to use). Kelimat variabel ini memiliki determinan yang tinggi dan validitas yang sudah teruji secara empiris untuk memprediksi gambaran pada aspek perilaku pengguna teknologi informasi (Chau, 1996)
Model ini telah terbukti memberikan gambaran pada aspek perilaku pengguna teknologi informasi seperti komputer, dimana banyak pengguna komputer dapat dengan mudah menerima teknologi informasi karena sesuai dengan yang diinginkannya (Iqbariaet 1997).
Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness). Persepsi kegunaan (perceived usefulness) merupakan suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa pengguna suatu sistem tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa kemanfaatan dari penggunaan sistem dapat meningkatkan kinerja, prestasi kerja orang yang menggunakannya. Menurut (Thompson, 1991) menyimpulkan kemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugas. Menurutmya individu akan menggunakan sistem jika orang tersebut mengetahui manfaat atau kegunaan (usefulness) positif atas penggunaanya.
Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use). Persepsi kemudahan penggunaan mampu meyakinkan pengguna bahwa sistem yang akan digunakan mudah dan bukan merupakan beban bagi mereka. Sistem yang mudah digunakan akan terus dipakai oleh perusahaan. Persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi kegunaan, sikap, minat perilaku dan penggunaan senyatanya, (Chau dalam Wiyono, 2008). Menurut (Davis 1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan (perceived ease of use) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa pengunaan sistem tertentu dapat mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Menurut (Goodwin 1987), intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna (user) dengan sistem juga dapat menunjukan kemudahan penggunaan. Sistem yang lebih sering digunakan menunjukan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya.
Sikap Terhadap Penggunaan (Attitude Toward Using). Sikap pada penggunaan sesuatu menurut (Aakers dan Myers 1997) adalah, sikap suka atau tidak suka terhadap penggunaan suatu produk. Sikap suka atau tidak suka terhadap suatu produk ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku niat seseorang untuk menggunakan suatu produk atau tidak menggunakannya. Sikap terhadap penggunaan teknologi (attitude toward using technology), didefinisikan sebagai evaluasi dari pemakai tentang ketertarikannya dalam menggunakan teknologi, Arif Hermawan (2008).
Kondisi fasilitas pendukung (Facilitating Conditions) adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat membantu pengguna dalam menjalankan suatu sistem teknologi. Fasilitas ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, maupun dukungan teknis. Menurut (Venkatesh et al. 2003), facilitating conditions berperan penting karena memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa infrastruktur yang dibutuhkan sudah tersedia. Dengan adanya fasilitas pendukung yang memadai, penerapan teknologi akan lebih mudah diakses dan digunakan, sedangkan keterbatasan fasilitas dapat menghambat efektivitas dan keberhasilan implementasi teknologi.
Penggunaan aktual (Actual Use) merujuk pada tingkat frekuensi dan intensitas seseorang dalam menggunakan suatu teknologi setelah teknologi tersebut tersedia. Indikator ini menekankan pada perilaku nyata, bukan hanya niat atau sikap terhadap teknologi. Menurut (Davis 1989) dalam kerangka TAM menjelaskan bahwa persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, serta sikap pengguna akan berujung pada niat menggunakan, yang kemudian tercermin dalam penggunaan aktual. Dalam pengembangannya, faktor lain seperti kondisi fasilitas pendukung juga berperan penting karena tanpa adanya sarana yang memadai, penggunaan aktual sulit terwujud meskipun pengguna memiliki niat dan sikap positif terhadap teknologi. Dengan demikian, penggunaan aktual menjadi ukuran sejauh mana teknologi benar-benar dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari dan seberapa efektif teknologi tersebut mendukung kebutuhan pengguna.
Menurut (Hartono 2019)  dalam bukunya "Sistem Informasi Keperilakuan" menguraikan bahwa TAM didasarkan pada dua konstruk utama:
1. Persepsi Kemanfaatan (Perceived Usefulness)
a. Definisi dan dimensi kemanfaatan
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kemanfaatan
c. Dampak persepsi kemanfaatan terhadap penerapan digital payment
2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use)
a. Konsep kemudahan penggunaan dalam konteks teknologi
b. Indikator kemudahan penggunaan
c. Hubungan antara kemudahan penggunaan dengan penerapan digital payment
Menurut (Saragih dan Harisno 2019) menjelaskan bahwa transformasi digital di sektor publik merupakan perubahan mendasar dalam cara organisasi pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat menggunakan teknologi digital. Transformasi ini mencakup:
1. Aspek Teknologi
a. Infrastruktur digital
b. Sistem informasi
c. Keamanan data
2. Aspek Organisasi
a. Perubahan proses bisnis
b. Budaya organisasi
c. Manajemen perubahan
Menurut (Widodo dan Putri 2020) mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi penerapan digital payment:
1. Faktor Individual
a. Kompetensi digital
b. Pengalaman menggunakan teknologi
c. Sikap terhadap perubahan
d. Motivasi
2. Faktor Organisasional
a. Dukungan manajemen
b. Infrastruktur teknologi
c. Program pelatihan
d. Budaya organisasi
Merujuk pada penjelasan (Rogers 1995), dalam Teori Difusi dan Inovasi, terdapat lima karakteristik yang menentukan penerimaan terhadap sebuah teknologi,
a. Keuntungan relatif, yakni manfaat lebih sebuah teknologi dalam bentuk perbaikan sesuai dengan alat yang tersedia pada teknologi tersebut
b. Kompatibilitas atau kecocokan, yakni konsistensi penggunaan teknologi terhadap praktik sosial dan norma di kalangan pengguna
c. Kompleksitas atau kerumitan, yakni kemudahan untuk menggunakan dan mempelajar
d. Kemampuan untuk bisa diujicoba (trialability), yakni peluang bagi pengguna untuk mencoba sebuah inovasi sebelum memutuskan untuk menggunakannya
e. Kemampuan untuk diobservasi, yakni kejelasan terhadap nilai tambah dari penggunaan sebuah teknologi

Dari kelima karakteristik di atas, Rogers menilai tiga karakteristik yang paling berpengaruh terhadap penerimaan sebuah teknologi, yakni keuntungan relatif, kompatibilitas, serta tingkat kompleksitanya (Dillon, 2010).
Sejumlah peneliti juga berupaya mengidentifikasi psikologi yang membedakan jenis pengguna yang menerima atau menolak teknologi. Dalam penelitian yang bersifat meta-analisis, Menurut (Alavi and Joachimsthaler 1992) meyakini adanya faktor-faktor penentu yang paling relevan di kalangan pengguna terhadap penerapan digital payment, yakni aspek kognitif, kepribadian, demografi, variabel situasi pengguna. Penjelasan tentang faktor-faktor ini bisa dilihat pada tabel berikut:





Tabel II. 1
.Penjelasan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment
	Faktor
	Penjelasan

	Aspek Kognitif
	1. Melihat karakteristik individu dalam memproses dan menggunakan informasi
2. Melihat cara individu memproses informasi melalui pola yang tetap
3. Melihat cara individu mengelola rangsangan yang masuk dan memformulasikan respons
4. Memprediksi perilaku pengguna terhadap teknologi yang dinilai reliable (andal)

	Kepribadian
	1. Keinginan untuk mencapai sesuatu
2. Tingkat penolakan
3. Locus of contro/ (Kendali tempat)
4. Keenderungan dalam mengambil risiko

	Demografi
	1. Melihat pada aspek umur
2. Melihat tingkat pendidikan
3. Diketahui, tingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan usia yang lebih muda berpengaruh positif terhadap penggunaan teknologi meskipun tingkat hubungannya lemah
4. Penggabungan variabel demografi dengan improvisasi pengetahuan kontekstual yang bersifat substantif seperti pelatihan, pengalaman, dan keterlibatan pengguna ternyata memiliki korelasi positif dengan penerapan digital payment baru

	Situasi
Pengguna
	1. Inovator
2. Early adaptor (Pengguna tingkat pemula)
3. Early majority (Pengguna yang beranjak dewasa)
4. Late majority (Pengguna berusia dewasa)
5. Laggard (Pengguna yang ketinggalan teknologi)


Menurut (Widodo 2022) penerapan digital payment memiliki empat dimensi utama:
a. Kesiapan teknologi (technological readiness) menggambarkan kesiapan pengguna dalam menerima teknologi baru.
b. Kemauan untuk mengadopsi (willingness to adopt) mencakup sikap positif terhadap perubahan teknologi.
c. Kemampuan beradaptasi (adaptability) menilai fleksibilitas pengguna dalam menghadapi perubahan teknologi.
d. Keberlanjutan penggunaan (sustainable usage) adalah penggunaan teknologi secara konsisten setelah adopsi awal.
Menurut (Handayani 2024 faktor internal yang mempengaruhi penerapan digital payment meliputi:
a. Karakteristik Individu: meliputi usia, pengalaman, tingkat pendidikan, dan kemampuan kognitif.
b. Sikap dan Persepsi: seperti persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko.
c. Motivasi: yang dapat berupa motivasi intrinsik, ekstrinsik, serta orientasi tujuan.
Menurut (Rahman 2023) menyatakan bahwa faktor eksternal mencakup:
a. Faktor Teknologi: kualitas sistem, informasi, dan layanan.
b. Faktor Organisasi: seperti kepemimpinan digital, budaya organisasi, dan manajemen perubahan.
c. Faktor Lingkungan: termasuk regulasi, infrastruktur, dan tekanan kompetitif.
Menurut (Nugroho 2024) menjelaskan lima tahapan penerapan digital payment:
a. Pengenalan (Awareness): tahap awal di mana pengguna memahami manfaat teknologi dan fitur-fiturnya.
b. Pertimbangan (Consideration): evaluasi kebutuhan, analisis biaya-manfaat, dan penilaian risiko.
c. Implementasi (Implementation): mencakup pelatihan, uji coba, dan adaptasi awal.
d. Adopsi (Adoption): penggunaan rutin yang diintegrasikan ke dalam aktivitas sehari-hari.
e. Konfirmasi (Confirmation): evaluasi hasil penggunaan teknologi dan keputusan untuk melanjutkan penggunaannya.
Menurut (Wijaya 2023 strategi untuk meningkatkan penerapan digital payment meliputi:
a. Pengembangan Kompetensi: dengan program pelatihan, mentoring, dan pembelajaran mandiri.
b. Manajemen Perubahan: melalui komunikasi efektif, pemberdayaan pengguna, dan pengelolaan resistensi.
c. Dukungan Teknis: termasuk penyediaan help desk, dokumentasi, dan pemeliharaan sistem.
Menurut (Santoso 2024) bahwa penerapan digital payment berdampak positif pada individu melalui:
a. Peningkatan Kinerja: produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil kerja.
b. Pengembangan Kompetensi: keterampilan digital, pengetahuan teknis, dan kemampuan adaptasi.
c. Kepuasan Kerja: peningkatan motivasi, keterlibatan, dan keseimbangan kerja-hidup.
Meenurut (Santoso 2024) menambahkan bahwa penerapan digital payment pada tingkat organisasi menghasilkan:
a.  Efisiensi Operasional: otomatisasi proses, pengurangan biaya, dan peningkatan produktivitas.
b. Inovasi: pengembangan layanan baru, perbaikan proses, dan peningkatan kreativitas.
c. Daya Saing: peningkatan keunggulan kompetitif, citra organisasi, dan kepuasan stakeholder.

C. OPERASIOANAL VARIABEL PENELITIAN
Untuk mempermudah dalam menganalisis dan menghindari permasalahan yang menjadi acuan penelitian ini dan selanjutnya untuk membahas serta pedoman penganalisaan maka penulis memberikan konsep operasional agar arah dan tujuan penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan. Adapun konsep-konsep yang dijelaskan dalam operasional dalam penelitian ini yaitu:
a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Yang dimaksud dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini mengacu pada berbagai aspek yang mempengaruhi penerapan digital payment oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam menggunakan sistem teknologi informasi untuk pelaksanaan tugas.
b. Penerapan Digital Payment
Yang dimaksud dengan penerapan digital payment dalam penelitian ini adalah tingkat penerimaan dan penggunaan aktual teknologi aplikasi oleh masyarakat wajib pajak dan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam menyelesaikan tugas pekerjaan untuk menciptakan kinerja yang efektif dan efisien.
Selanjutnya permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi penerapan digital payment pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang dapat dilihat melalui teori (Widodo dan Putri 2020). Teori ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang berpengaruh, yaitu faktor individual (kompetensi digital, pengalaman menggunakan teknologi, sikap terhadap perubahan,  motivasi) serta faktor organisasional (dukungan manajemen, infrastruktur teknologi, program pelatihan, dan budaya organisasi).
1. Faktor Individual
Faktor individual adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang dan memengaruhi kesediaannya untuk menerima serta menggunakan digital payment.
a. Terdapat kompetensi digital dalam penggunaan perangkat teknologi untuk pembayaran pajak di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
b. Memiliki pengalaman menggunakan layanan pembayaran digital melalui perbankan atau aplikasi keuangan.
c. Sikap individu berperan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sistem pembayaran pajak dari manual ke digital
d. Motivasi berperan dalam mendorong pemanfaatan layanan pembayaran pajak digital.
e. Pengetahuan yang dimiliki berpengaruh terhadap kesiapan menggunakan pembayaran pajak digital.
f. Kepercayaan terhadap sistem digital payment membuat keyakinan individu bahwa sistem pembayaran digital aman digunakan.
g. Kesediaan individu untuk mempelajari hal baru yang diperlukan dalam penggunaan aplikasi pembayaran digital, agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sistem.
2. Faktor Organisasional
Faktor organisasional adalah aspek yang berasal dari dalam organisasi yang memengaruhi keberhasilan penerapan digital payment. Faktor ini menekankan bagaimana kebijakan, dukungan, serta kondisi lingkungan kerja dapat mendukung atau menghambat penggunaan teknologi.
a. Terdapat Infrastruktur teknologi berperan dalam mendukung penerapan digital payment dalam melakukan pembayaran pajak.
b. Terdapat dukungan manajemen dalam penerapan sistem pembayaran pajak secara digital.
c. Program pelatihan berperan dalam meningkatkan pemahaman penggunaan digital payment.
d. Nilai dan kebiasaan dalam organisasi memengaruhi penggunaan digital payment.
e. Kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman terkait sistem pembayaran pajak digital.
f. Keberadaan layanan bantuan memudahkan dalam menghadapi kendala pembayaran pajak digital.
g. Kerja sama dengan lembaga keuangan atau penyedia aplikasi berperan dalam ketersediaan layanan pajak digital.
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa setiap indikator terdiri dari tujuh sub indikator. Masing-masing sub indikator tersebut akan dijadikan acuan untuk menyusun item pertanyaan-pertanyaan yang ditentukan dalam kategori jawaban sebagai berikut:
Sangat Baik	: Skor 5
Baik	: Skor 4
Cukup Baik	: Skor 3
Tidak Baik	: Skor 2
Sangat Tidak Baik	: Skor 1
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan penulis di Badan Pendapatan Daerah  Kota Dumai yang berlokasi di Jalan H.R Soebrantas No.135 Dumai. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan salah satu instansi pemerintah di Kota Dumai yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola sebagian fungsi pemerintahan. Penulis memilih Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai lokasi penelitian karena instansi ini memiliki peran strategis dalam mengelola pendapatan daerah melalui penerapan teknologi dalam sistem perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala, yaitu proses pembayaran pajak masih dilakukan secara manual karena belum tersedia aplikasi khusus pembayaran pajak, serta belum didukung oleh fasilitas pendukung yang memadai.

B. Populasi dan Sampel
Menurut (Zuriah 2009) mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti dalam batasan ruang lingkup dan waktu tertentu. Sementara itu, menurut (Pasalog, 2013), sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut.
Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti adalah pegawai yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai di bagian bidang pelayanan. Penulis menggunakan teknik Purposive sampling untuk menentukan sampel pegawai di instansi tersebut. Menurut (Sugiyono, 2019) Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu
Sedangkan untuk masyarakat yang menggunakan layanan aplikasi pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, penulis menerapkan teknik Insidental Sampling. Menurut (Sugiyono, 2016), Insidental Sampling  adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel, dengan catatan bahwa orang tersebut dianggap relevan sebagai sumber data.
Untuk jumlah sampel ditentukan hanya berdasarkan jumlah responden yang mengisi kuesioner sehingga untuk masyarakat jumlah sampel ditetapkan sebanyak 10 orang perhari yang disebarkan pada kurun waktu penyebaran saja yaitu 6 hari kerja. Sehingga jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 60 responden. Untuk melihat populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :







Tabel III.1
Populasi dan Sampel Penelitian
	No.
	Sub Populasi
	Populasi
	Sampel
	Presentase

	1.
	Kepala Badan
	1
	1
	100%

	2.
	Sekretaris
	1
	1
	100%

	3.
	Kepala Bidang
	4
	4
	100%

	4.
	Kepala Sub Bagian
	3
	3
	100%

	5.
	Kepala Sub Bidang
	12
	12
	100%

	6.
	Staf Bagian Pelayanan
	9
	9
	100%

	7.
	Masyarakat
	60
	60
	-

	
	Jumlah
	90
	90
	-


Sumber Data: Badan Pendapata Daerah Kota Dumai. Tahun 2025

C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan untuk mrndapatakan infomasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden penelitian. Menurut (Sugiyono 2017), data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, atau kuesioner yang diberikan kepada responden.
Dalam penelitian ini, data primer diperlukan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan aplikasi pembayaran pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Adapun aspek-aspek yang dianalisis meliputi:
a. Faktor-faktor yang mendukung penerapan sistem digital payment berbasis SPBE dalam pelayanan pembayaran pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
b. Faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem digital  payment berbasis SPBE dalam pelayanan pembayaran pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, yang berupa :
a. Sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
b. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
c. Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
d. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
e. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
f. Rencana kegiatan dan program kerja Badan Pendapatan Daerah
Kota Dumai

D. Teknik Pengumpula Data 
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi beberapa teknik berikut:


1. Observasi
Menurut (Sugiyono, 2017), observasi merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data yang memiliki karakteristik khas dibandingkan metode lain seperti wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner mengharuskan interaksi langsung dengan manusia, observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati tidak hanya individu, tetapi juga berbagai objek di lingkungan sekitarnya.
2. Kuesioner
Berdasarkan pendapat (Sugiyono, 2017), kuesioner atau angket adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden, yang nantinya akan dijawab sesuai dengan pengalaman atau pandangan mereka.
3. Wawancara
Menurut (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa wawancara digunakan dalam pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Selain itu, wawancara juga berguna apabila peneliti ingin menggali informasi lebih mendalam dari responden, terutama jika jumlah responden tidak terlalu banyak.

E. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini merupakan bagian dari proses pengolahan informasi yang bertujuan untuk menyusun data secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan dari responden akan diolah, diklasifikasikan, dan disajikan dalam bentuk tabel agar dapat dianalisis lebih lanjut.
Skala pengukuran yang digunakan untuk menganalisis data peneliti akan menggunakan skala likert dalam menjawab pertanyaan pada kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2018) Skala likert merupakan sebuah skala yang digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala sosial. Dalam penelitian, gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variable penelitian.
Dengan menggunakan skala likert, diperoleh skor untuk setiap penilaian dengan rentang skor 1-5 jawaban responden bervariasi dengan kriteria, Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Tidak Baik, Sangat Tidak Baik. Untuk mengukur hasil dari keseluruhan jawaban setiap variable dan indikator dalam penelitian, digunakan skala interval sehingga dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap masing-masing variable dalam penelitian ini. Jumlah keseluruhan sampel terdiri dari 90 orang untuk masing-masing indikator akan diajukan sebanyak 7 pertanyaan.
. Untuk mengetahui kategori tanggapan responden dapat dilihat dari penjelasan berikut ini :


1. Pengukuran untuk setiap indikator peneliti
Untuk menetapkan kategori pada setiap indikator dalam penelitian ini, digunakan rumusan yang dikembangkan oleh Lind et al. dalam Zulganef. Tahap awal dalam proses ini adalah menentukan nilai skor tertinggi dan terendah dengan perhitungan sebagai berikut:

Skor Tertinggi  : 5 x 7 x 90 = 3.150
Skor Terendah : 1 x 7 x 90 = 630

Selanjutnya, untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas, digunakan rumus yang dikemukakan oleh (Al, 2018), yaitu:
Diketahui :
H = Nilai data tertinggi (highest value) (3. 150)
L = Nilai data terendah (lowest value)  (630)
K = Jumlah kelas			       (7)
Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan interval skor adalah :




Berdasarkan perhitungan diatas, maka kategori skor dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
	Skor
	Kategori

	2. 647-3. 150
	Sangat Baik

	2. 143-2. 646
	Baik

	1.639-2. 142
	Cukup Baik

	1. 135-1. 638
	Tidak Baik

	630-1. 134
	Sangat Tidak Baik



Untuk melihat penilaian tanggapan responden terhadap indikator berdasarkan skor yang telah diperoleh dapat dilihat berdasarkan garis kontinum dibawah ini :

[bookmark: _Hlk207197726]
 (630)   STB  (1.135)     TB    (1.639)    CB    (2.143)    B   (2.647)     SB    (3.150)  


 (20%)   STB  (36%)     TB    (52%)     CB    (68%)      B    (84%)     SB    (100%)  


2. Untuk menentukan penilaian keseluruhan tanggapan responden, perhitungan dilakukan dengan mengalikan skor tertinggi dengan jumlah sub-indikator dan jumlah responden. Melalui metode ini, skor tertinggi dan terendah dapat diketahui, sehingga variabel penelitian dapat dianalisis lebih lanjut. Kriteria perhitungan untuk per indikator yaitu:
Skor Tertinggi  : 5 x 14 x 90 = 6. 300 
Skor Terendah : 1 x 14 x 90 = 1. 260

		Selanjutnya, untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas,
digunakan rumus yang dikemukakan oleh (Al, 2018), yaitu: :
Diketahui :
H = Nilai data tertinggi (highest value) (6. 300)
L = Nilai data terendah (lowest value) (1. 260)
K = Jumlah kelas (5)

		Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan interval skor adalah :



Berdasarkan perhitungan diatas, maka kategori skor dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
	Skor
	Kategori

	5. 293-6. 300 
	Sangat Baik

	4.285-5. 292
	Baik

	3. 277-4. 284
	Cukup Baik

	2. 269-3. 276
	Tidak Baik

	1. 260-2. 268
	Sangat Tidak Baik


:
Untuk melihat penilaian tanggapan responden terhadap indikator berdasarkan skor yang telah diperoleh dapat dilihat berdasarkan garis kontinum dibawah ini :

 (1.260)  STB   (2.269)  TB   (3.277)   CB   (4.285)     B     (5.293)    SB    (6.300)  


 (20%)   STB  (36%)     TB    (52%)     CB    (68%)      B    (84%)     SB    (100%)  



BAB IV
GAMBARAN UMUM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

A. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Pembentukan Pemerintah Kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, dengan wilayah administrasi pemerintah daerah yang terdiri dari 3 wilayah Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 Desa. Pada tahun 2001 mengalami pemekaran menjadi 5 Kecamatan dan 32 Kelurahan. Perkembangan Kecamatan di Kota Dumai terakhir adalah dibentuknya Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan, sehingga Kota Dumai memiliki 7 Kecamatan sejak tahun 2012. Kota Dumai juga didukung beberapa perangkat daerah yang salah satunya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang berlokasi di Jalan H.R Soebrantas No. 135 dan dulunya beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah.
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, sebagai Institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan daerah, diperlukan penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (good government). Upaya menggali dan mengolah potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah tidak dapat dipisahkan dari peranan Badan Pendapatan Daerah. Dalam hubungannya Otonomi Daerah, peranan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai bukan sekedar mengejar pencapaian target-target yang telah ditetapkan, tetapi harus mampu menyesuaikan dan mengantisipasi gejala internal dan berbagai perubahan eksternal.
Visi yang hendak diwujudkan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Unggul dan Profesional” sesuai dengan visi tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mempunyai misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan aparatur yang professional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui perbaikan sumberdaya manusia dan sarana prasarana.
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi daerah atas kewajiban terhadap perpajakan.

B. Keadaan dan Komposisi Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 
Keadaan dan Komposisi Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) pada sebuah organisasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu kuantitas dan kualitas, berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian bahwa keadaan dan komposisi pegawai  dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat dibawah ini:
1. Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Jenis Kelamin
Dalam organisasi keberadaan manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang menentukan bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, namun demikian pekerjaan dalam organisasi biasanya baik dilakukan oleh laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kerja yang berbeda.
Selanjutnya untuk melihat keadaan pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan jenis kelamin dari anggota organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel IV.1
Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah (orang)
	Total 
	Persentase
(%)

	
	
	Pegawai
	TKPK
	
	

	1
	Laki-laki
	60
	18
	78
	50

	2
	Perempuan
	28
	50
	78
	50

	Jumlah
	88
	68
	156
	100%


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai,Tahun 2025
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui secara umum pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berjumlah 156 orang, dengan jenis kelamin perempuan yaitu 78 orang (50%), sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 78 orang (50%).
2. Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Umur
Dalam mencapai tujuan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai juga harus mempertimbangkan faktor usia pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang bekerja pada organisasi tersebut guna untuk kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk melihat umur pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 
Tabel IV.2
Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Umur
	No
	Umur
	Jumlah (Orang)
	Total
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	TKPK
	
	

	1
	20-29 Tahun
	4
	37
	41
	26,28

	2
	30-39 Tahun
	41
	12
	53
	33,98

	3
	40-49 Tahun
	34
	17
	51
	32,69

	4
	50-59 Tahun
	9
	2
	11
	7,05

	Jumlah
	88
	68
	156
	100 %


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai,Tahun 2025
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui secara umum umur pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai paling banyak yang berusia 30 – 39 Tahun 56 orang (35,90%), dan paling sedikit 50 – 59 Tahun sebanyak 11 orang (7,05%).
3. Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Pendidikan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki SDM aparatur agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tujuan organisasi dapat tercapai karena pendidikan berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dan berfikir. Setiap organisasi memerlukan anggota organisasinya yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, sebab sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Hal penting yang dapat mempengaruhi kemampuan anggota organisasi dalam bekerja adalah latar belakang pendidikan formal.
Latar belakang pendidikan seseorang pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) akan dapat memberikan kemudahan bagi pimpinan organisasi baik dalam bidang pekerjaan maupun pemberian pelatihan. Untuk itu lebih jelasnya tentang pendidikan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:




Tabel IV.3
Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Pendidikan
	Jumlah (Orang)
	Total
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	TKPK
	
	

	1
	S2
	5
	2
	7
	4,49

	2
	S1
	28
	12
	40
	25,64

	3
	D III
	13
	10
	23
	14,74

	4
	SMA
	44
	46
	86
	55,13

	Jumlah
	88
	68
	156
	100 %


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui secara umum pendidikan pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai telah cukup baik, karena sebagian besar pegawai berlatar belakang SMA dan Strata Satu (S1). Melihat kondisi tingkat pendidikan pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang relatif baik, akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas, sebab pada sebagian terdapat pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang berpendidikan Strata Satu (S1) baik dalam disiplin ilmu sosial maupun eksakta yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis.
Dari jumlah pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) 156 orang, jumlah pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Pendidikan Master (S2) sebanyak 7 orang (4,49%), pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 38 orang (24,36%), diploma (DIII) sebanyak 23 orang (14,74%), SMA sebanyak 86 orang (55,13%).
3. Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
Pangkat/golongan ruang tertentu pada Pegawai Negeri Sipil akan menentukan keberadaannya pada organisasi. Dalam organisasi pemerintahan, pangkat/golongan ruang biasanya dijadikan dasar penempatan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menduduki jabatan ataupun pertimbangan untuk promosi karier dalam bekerja sesuai dengan kemampuan yang dicapainya dengan aturan yang berlaku. Adapun komposisi pegawai menurut pangkat/golongan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel. IV.4
Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK)  Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang

	No
	Pangkat/ Golongan Ruang
	Jumlah
(orang)
	Persentase (%)

	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)
	1
	0,64

	2
	Pembina Tk. I (IV/b)
	1
	0,64

	3
	Pembina (IV/a)
	5
	3,20

	4
	Penata Tk. I (III/d)
	7
	4,49

	5
	Penata (III/c)
	11
	7,05

	6
	Penata Muda Tk. I (III/b)
	11
	7,05

	7
	Penata Muda (III/a)
	12
	7,69

	8
	Pengatur Tk. I (II/d)
	8
	5,13

	9
	Pengatur (II/c)
	16
	10,26

	10
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)
	11
	7,05

	11
	Penagtur Muda (II/a)
	3
	1,92

	12
	Juru (I/c)
	2
	1,29

	13
	Non Golongan
	68
	43,59

	Jumlah
	156
	100%


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai,Tahun 2025
Berdasarkan data pada tabel I.4 diatas dapat diketahui pangkat/ golongan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
4. Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Bidang Kerja
Dalam upaya mencapai tujuan organisasi pada Badan Pendapatan Daerah perlu adanya pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah,  keadaan pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) berdasarkan bidang kerja pada Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel IV. 5
Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Bidang Kerja
	No
	Bagian/ Bidang
	Jumlah
(orang)
	Persentase
(%)

	1
	Kepala Badan
	1
	0,64

	2
	Sekretariat
	1
	0,64

	3
	Subbagian Perencanaan
	6
	3,85

	4
	Subbagian Tata Usaha
	35
	22,43

	5
	Subbagian Keuangan dan Aset
	7
	4,49

	6
	Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	32
	20,51

	7
	Bidang Penagihan
	15
	9,62

	8
	Bidang Hukum dan Keberatan
	11
	7,05

	9
	Bidang PBB dan BPHTB
	48
	30,77

	Jumlah
	156
	100%


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai,Tahun 2025
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, yang terbanyak berada pada Bidang PBB dan BPHTB yaitu sebanyak 48 orang (30,77%), Bagian Tata Usaha yaitu sebanyak 35 orang (22,43), Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebanyak 32 orang (20,51%), Bidang Penagihan yaitu sebanyak 15 orang (9,62%).
5. Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Status Pangkat
Instansi pemerintah tentunya memiliki tujuan, tujuan inilah yang membuat instansi tersebut ada namun terkadang muncul kendala yang membuat tujuan tersebut tidak tercapai. untuk mencapai kinerja dan prestasi yang lebih baik dari waktu kewaktu. Status pengkat dalam suatu organisasi juga akan menentukan kelancaran serta pemahaman dalam menjalankan tugasnya pada Badan pendapatan Daerah Kota Dumai, adapun status pangkat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel. IV.6
Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Status Pangkat
	No
	Status Kepegawaian
	Jumlah
(orang)
	Persentase
(%)

	1
	PNS
	88
	56,41

	2
	TKPK
	68
	43,59

	Jumlah
	156
	100%


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai,Tahun 2025
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai lebih banyak dari pada jumlah Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK).

6. Keadaan Pegawai dan TKPK Berdasarkan Masa Kerja
Masa kerja pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) juga akan menetukan kelancaran dan pemahaman pekerjaan yang akan dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, hal ini dapat terlihat sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel. IV.7
Keadaan Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) Berdasarkan Masa Kerja

	No
	Masa Kerja
	Jumlah (Orang)
	Total
	Persentase (%)

	
	
	Pegawai
	TKPK
	
	

	1
	1 – 5 Tahun
	9
	13
	22
	14,10

	2
	6 – 10 Tahun
	39
	24
	63
	40,39

	3
	11 – 15 Tahun
	24
	28
	52
	33,33

	4
	16 – 20 Tahun
	7
	1
	8
	5,13

	5
	21 – 25 Tahun
	6
	0
	6
	3,38

	6
	26 – 30 Tahun
	2
	1
	3
	1,92

	7
	31 – 35 Tahun
	1
	1
	2
	1,28

	Jumlah
	88
	68
	156
	100 %


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai,Tahun 2025
Berdasarkan tabel diatas, bahwa persentase tertinggi masa kerja pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja  (TKPK) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, yaitu masa kerja  6 – 10 Tahun sebanyak 63 orang (40,39%), masa kerja 11 – 15 Tahun sebanyak 52 orang (33,33%), masa kerja 1 – 5 tahun sebanyak 22 orang (14,10%), masa kerja 16 – 20 Tahun sebanyak 8 orang (5,13%), dan masa kerja 21 – 25 Tahun sebanyak 6 orang (3,85%), sedangkan masa kerja 26 – 30 Tahun sebanyak 3 orang (1,92%), serta masa kerja 31 - 35 Tahun sebanyak 2 orang (1,28%).

C. Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendaptan Daerah.
Struktur organsasi adalah suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas dan wewenang masing-masing antara kedudukan dan peranan dalam suatu lingkungan untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016, struktur organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai berikut:
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1. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang dimaksud terdiri dari:
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan
2. Subbagian Tata Usaha
3. Subbagian Keuangan dan Aset
c. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan
2. Subbidang Penetapan
3. Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi
d. Bidang Penagihan, terdiri dari:
1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan
2. Subbidang Penagihan
3. Subbidang Verifikasi dan Evaluasi
e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:
1. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
2. Subbidang Penetapan dan Pelayanan;
3. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
f. Bidang Hukum dan Keberatan:
1. Subbidang Hukum dan Potensi
2. Subbidang Pengajuan dan Keberatan
3. Subbidang Pemeriksaan
g. UPT
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Adapun Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menurut Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 sebagai berikut:
1. Kepala Badan
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah serta tugas lain yang diberikanoleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
a. perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian fungsi penunjang pendapatan;
b. penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;
c. penyelenggaraan pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
d. pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
e. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah;
f. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam pendapatan daerah;
g. penyusunan rencana pendapatan daerah;
h. penyelenggaraan tata  pendapatan daerah;
i. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan pendapatan daerah;
j. pendataan, penetapan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.
2. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemprograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan Pendapatan Daerah;
c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Pendapatan Daerah;
d. penataan organisasi dan tata laksana;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.
Sekretariat terdiri dari : 
1) Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi. Uraian tugas dimaksud di atas sebagai berikut:
a. melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan admnistrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
d. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program  di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. Uraian tugas dimaksud diatas sebagai berikut:
a. menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data seta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
c. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana statejik organisasi;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya; dan
h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program. Uraian tugas maksud diatas sebagai berikut:
a. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
c. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pegelolaan sarana;
d. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
e. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pendaftaran, pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam melaksankan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendaftaran, pendataan dan penetapan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
b. pelaksanaan administrasi tata dan prosedur pendaftaran, pendataan dan penetapan  pajak daerah dan retribusi daerah;
c. pelaksanaan perencanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan  pajak daerah dan retribusi daerah;
d. pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; 
f. penyiapan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari :
1) Subbidang Pendaftaran dan Pendataan
	Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas menyiapkan bahan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah. Uraian tugas dimaksud diatas  sebagai berikut:
a. menyiapkan pengumpulan bahan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. menyiapkan perumusan pendaftaran dan pendataan objek, subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
c. menyiapkan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pendaftaran dan pendataan serta aplikasi yang menunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. mendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak dan wajib retribusi dan membuat laporan tentang formulir-formulir pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diterima;
e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pendaftaran dan pendataan serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalahan;
f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja tentang pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; dan
h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2) Subbidang Penetapan mempunyai tugas menyiapkan administrasi penetapan pajak daerah dan retribusi daerah. Uraian tugas dimaksud diatas sebagai berikut:
a. melakukan perhitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah;
b. menerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan;
c. melakukan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah secara jabatan dan penetapan tambahan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. menyajikan data dan informasi mengenai penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan penetapan pajak daerah  dan retribusi daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran; dan
h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3) Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan tugas pelayanan, pengolahan data dan informasi. Uraian dimaksud diatas sebagai berikut:
a. melakukan pelayanan pendaftaran dan pemprosesan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak;
b. melakukan pemeliharaan pemutakhiran data objek pajak melalui tata aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. melakukan pemeliharaan keamanan dan pengembangan data base wajib pajak dari tata aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
d. memberikan informasi terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
e. menyiapkan kotak pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelayanan, pengolahan data dan informasi
g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.


4. Bidang Penagihan
Bidang Penagihan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan penagihan dan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang serta pengawasan terhadap pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Penagihan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
b. penyiapan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
c. pelaksanaan penerbitan surat-surat fiskal, penagihan terhadap piutang pendapatan daerah dan pengaturan pengangsuran piutang secara bertahap;
d. penyiapan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang dikelola oleh perangkat daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
e. penyiapan bahan perumusan bentuk formulir, kartu dan lain sebagainya untuk keperluan administrasi pemungutan yang meliputi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
f. penyiapan bahan laporan atas pelaksanaan surat paksa oleh juru sita dan menyelenggarakan penetapan penerimaan atas penagihan hutang pajak yang dijalankan dengan surat paksa;
g. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan secara rutin;
h. penyiapan bahan laporan pengawasan; dan
i. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.
Bidang Penagihan terdiri dari:
1) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
Subbidang Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah. Uraian tugas dimaksud diatas sebagai berikut:
1) melakukan pembukuan dan pencatatan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam buku penerimaan sejenis sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
2) membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah atas dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak daerah dan retribusi daerah;
3) membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah serta perangkat daerah lainnya yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik yaitu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
4) melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain;
5) membuat laporan realisasi setoran masa pada akhir periode atau masa atas dasar buku wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
6) menginventarisasi permasalahan-permasalahan pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
7) menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
8) menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2) Subbidang Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah. Uraian dimaksud diatas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
b. menyiapkan dan pendistribusian surat-menyurat serta dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. mencatat bukti kendali penerimaan daerah sesuai dengan jenis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. membuat daftar tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik, yaitu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
e. menyimpan dan mengarsipan bahan-bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jenis penerimaan daerah;
f. melakukan proses penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
g. menyampaikan surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi dan Surat Penyampaian Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak;
h. menyiapkan bahan laporan atas pelaksanaan surat paksa oleh Juru Sita dan menyelenggarakan penetapan penerimaan atas penagihan hutang pajak yang dijalankan dengan surat paksa;
i. menginventarisasi permasalahan-permasalahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
j. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3) Subbidang Verifikasi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap bukt-bukti penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Uraian dimaksud diatas  sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan-bahan verifikasi dan evaluasi semua bukti penerimaan daerah, baik berupa bukti penerimaan pajak daerah mapun retribusi daerah;
b. menyortir serta pemisahan bukti-bukti pendukung bahan verifikasi dan evaluasi;
c. menyimpan dan mengarsipkan bahan verifikasi dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jenis penerimaan daerah;
d. menyajikan data dan informasi mengenai verifikasi dan evaluasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
e. melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tentang verifikasi dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang verifikasi dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. menyiapkan restitusi pajak daerah dan retribusi daerah yang diajukan oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan verifikasi dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
i. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
	Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai fungsi:
a. menyiapkan administrasi kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b. pelaksanaan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
c. pelaksanaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
d. pelaksanaan pengelolaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
e. penyiapan pengelolaan  data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
f. penyiapan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; 
g. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdiri dari:
1) Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Uraian dimaksud diatas sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pendataan serta pendaftaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b. menyusun data pendukung penyusunan Nilai Jual Objek Pajak setiap akhir tahun meliputi pembuatan daftar biaya komponen bangunan, peta zona tanah dan nilai indikasi rata-rata;
c. menyusun, menghimpun dan mengelola rencana kegiatan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
d. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan mencatat dalam buku induk dan memasukkan kedalam program Tata Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
e. melakukan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
f. melakukan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
g. melaksanakan penggalian potensi perpajakan serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. membuat laporan secara periodik pelaksanaan kegiatan pendataan wajib pajak kepada atasan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;
i. membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak untuk mempermudah pengontrolan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
j. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
k. menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2) Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Uraian dimaksud diatas sebagai berikut:
a. menerima pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan oleh wajib pajak;
b. menetapkan zona nilai tanah, nilai indikasi rata-rata, klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak, penilaian individu/masal menertibkan klasifikasi zona nilai tanah, nilai indikasi rata-rata, klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak, Penilaian individu/masal, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) massal sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c. menerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan meliputi pencetakan individu dan massal;
d. menetapkan kurang bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setelah dilakukan pemeriksaan;
e. menyusun, menghimpun dan mengelola rencana kegiatan penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
g. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.setiap akhir tahun di tahun berjalan;
3) Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan tugas pengolahan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Uraian dimaksud sebagai berikut:
a. memelihara dan melakukan pemutakhiran data objek pajak;
b. menjaga keamanan data base objek pajak meliputi menduplikasi database, sinkronisasi tata pembayaran antara Bank;
c. memelihara keamanan jaringan dan elektronik yang berkaitan dengan SISMIOP (perangkat lunak dan perangkat keras);
d. menyusun peta blok serta melakukan perekaman peta kedalam aplikasi Tata Informasi Geografis (SIG);
e. mengarsipkan berkas objek pajak serta melakukan perekaman objek Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
g. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. Bidang Hukum dan Keberatan
Bidang Hukum dan Keberatan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan produk hukum daerah dibidang pajak daerah dan retribusi daerah, menyiapkan administrasi pengajuan keberatan wajib pajak dan melakukan pemeriksaan wajib pajak. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang  Hukum dan Keberatan mempunyai fungsi :
a. penyusunanan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwa) dan peraturan lainnya di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
b. penyusunan rencana program dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. penyiapan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
d. pelaksanaan penerimaan pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
e. penyiapan bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan;
f. penyiapan bahan-bahan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
g. pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
h. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsi.
Bidang Hukum dan Keberatan terdiri dari:
1) Subbidang Hukum dan Potensi
	Subbidang Hukum dan Potensi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan menyiapkan tentang pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta produk hukum daerah dibidang pajak daerah dan retribusi daerah. Uraian dimaksud diatas sebagai berikut:
a. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran tentang pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
b. melaksanakan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. menyiapan bahan-bahan yang berhubungan dengan pengurusan dan penyusunan produk hukum daerah berupa Perda tentang Pendapatan Daerah, Perwa, Keputusan Walikota dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi serta operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. menyiapkan bahan usulan perubahan tarif pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta menyiapkan rancangan perubahan produk hukum daerah;
e. menyiapkan bahan dan memperbanyak peraturan-peraturan dan surat-surat tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pedoman atau petunjuk pelaksanaannya;
f. menyusun rencana program dan RKA pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. menyajikan data dan informasi mengenai pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
h. melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan Hak Asasi manusia Sekretariat Daerah Kota Dumai terhadap adanya permalahan hukum dengan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
i. melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
j. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2) Subbidang Pengajuan Keberatan mempunyai tugas menyiapkan administrasi pengajuan keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah. Uraian dimaksud diatas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penetapan usaha pelayanan keberatan/doleansi atas permohonan banding terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
b. menerima pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
c. menyiapkan proses pengajuan keberatan, pembatalan, penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah yang diajukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pengajuan  keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
e. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
f. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2) Subbidang Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah. Uraian dimaksud diatas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan-bahan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
b. memeriksa wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
c. melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
d. melaksanakan penegakan hukum dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Perda dan Perwa yang berlaku;
e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan pengajuan  keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan serta membantu kepala badan sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

D. Sarana dan Prasarana Kerja
Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki atau yang dapat membantu operasional yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut :






Tabel IV.8
Sarana dan Prasarana 

	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah
	Kondisi

	
	
	
	Baik
	Rusak Ringan
	Rusak Berat

	1
	Kendaraan dinas roda 4
	26
	Unit
	25
	-
	1

	2
	Kendaraan dinas roda 2
	13
	Unit
	12
	-
	1

	3
	Scanner
	1
	unit
	-
	-
	1

	4
	Komputer
	95
	unit
	93
	2
	-

	5
	Laptop/Notebook
	22
	unit
	20
	2
	-

	6
	Printer
	71
	unit
	65
	-
	6

	7
	Fax
	1
	unit
	1
	-
	-

	8
	Mesin foto copy
	3
	unit
	1
	-
	2

	9
	Server 
	1
	unit
	1
	-
	-

	10
	Mesin perforasi
	2
	unit
	1
	-
	1

	11
	Mesin genset
	1
	Unit
	1
	-
	-

	12
	Mesin ketik manual
	1
	unit
	-
	-
	1

	13
	Mesin ketik elektronik
	1
	unit
	1
	-
	-

	14
	Mesin penghancur kertas
	6
	unit
	5
	1
	-

	15
	Tower
	1
	unit
	1
	-
	-

	16
	Meja biro 
	55
	buah
	44
	6
	5

	17
	Meja½ biro
	75
	buah
	63
	8
	4

	18
	Meja pelayanan
	2
	set
	2
	-
	-

	19
	Kursi kerja
	156
	buah
	139
	15
	2

	20
	Kursi tamu besi
	5
	set
	4
	1
	-

	21
	Lemari arsip
	16
	buah
	15
	1
	-


Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa keadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai masih dapat dikatakan kurang memadai atau kurang baik. Dimana kita ketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah merupakan instansi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan Pajak, maka dari itu sarana dan prasarana sangat perlu dilengkapi demi meningkatkan kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
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BAB V
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN DIGITAL PAYMENT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

A. Identifikasi Responden
Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah melalui pengumpulan pajak dan retribusi serta pelayanan publik. 
Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka terlebih dahulu penulis memaparkan identitas responden penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dengan jumlah responden sebanyak 60 wajib pajak dan 30 pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Untuk melihat data responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaii berikut:
1. Identittas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
dalam penelitian yang menulis lakukan pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, penulis mengambil masyarakat yang menerima pelayanan dari Badan Pendapatan Derah Kota Dumai sebagai Objek Penelitian.
Penulis dapat menggambarkan perbedaan jenis kelamin yang menjadi responden penelitan. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.1
	[bookmark: _Hlk205153118]NO
	Jenis Kelamin
	Pegawai
	Masyarakat
	Jumlah (Orang)
	Persentase

	1
	Laki – Laki
	18
	25
	43
	48%

	2
	Perempuan
	12
	35
	47
	52%

	Jumlah
	30
	60
	90
	100%


Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Sumber data : Hasil olahan data lapangan, tahun 2025
Berdasarkan dari tabel V.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 90 responden total keseluruhan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 47 orang, sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang.
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur
Perbedaan tingkat umur merupakan salah satu bahan pengetahuan dari informasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan menentukan sikap kondisi layak dalam merespon sesuai kapasitas kebijakan usia yan matang sesuai umur responden yang bertingkat dari usia 16 tahun – 60 tahun. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang perbedaan tingkat umur rrsponden dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel V.2
	NO
	Tingkat Umur
	Pegawai
	Masyarakat
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	21 – 30
	10
	20
	30
	33%

	2
	31 – 40  
	8
	24
	32
	36%

	3
	41 – 50
	8
	12
	20
	22%

	4
	51 – 60
	4
	4
	8
	9%

	Jumlah
	30
	60
	90
	100%


Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai,
Sumber data : Hasil olahan data lapangan, tahun 2025
Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat dilihat, responden yang berusia 21 – 30 tahun berjumlah 30 orang (33%) terdiri dari 10 pegawai dan 20 masyarakat, responden yang berusia 31 – 40 tahun berjumlah 32 orang (36%) terdiri dari 8 pegawai dan 24 masyarakat, responden 41 – 50 tahun berjumlah 20 orang (22%) terdiri dari 8 pegawai dan 12 masyarakat, untuk responden yang berusia 51 – 60 tahun berjumlah 8 orang (9%) terdiri dari 4 pegawai dan 4 masyarakat.
Dari penjelasan diatas dapat dilihat tingkat umur yang dominan sebagai responden dalam penelitian ini adalah berusia 31 – 40 tahun yang berjumlah 32 orang dengan persentase (36%) dari total 90 responden.
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan sangat berpengaruh, karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki maka pola berpikir akan semakin tinggi pula dalam memahami suatu bentuk pelayanan. Untuk lebih jelas identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

[bookmark: _Toc205294392]Tabel V. 3
	NO
	Tingkat Pendidikan
	Pegawai
	Masyarakat
	Jumlah (Orang)
	Persentase (%)

	1
	S2 
	2
	3
	5
	6%

	2
	S1
	15
	20
	35
	39%

	3
	D3  
	8
	7
	15
	16%

	4
	SMA / SMK
	5
	30
	35
	39%

	Jumlah
	30
	70
	90
	100%


Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Sumber data : Hasil olahan data lapangan, tahun 2025
Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat dilihat, tingkat pendidikan responden untuk Strata Dua (S2) berjumlah 5 Orang (6%) terdiri dari 2 pegawai dan 5 masyarakat, Strata Satu (S1) berjumlah 35 Orang (39%) terdiri dari 15 pegawai dan 20 masyarakat, Diploma III (DIII) berjumlah 15 Orang (16%) terdiri dari 8 pegawai dan 7 masyarakat, SMA/SMK berjumlah 35 Orang (39%) terdiri dari 5 pegawai dan 30 masyarakat.
Dari penjelasan diatas dapat dilihat tingkat pendidikan responden yang dominan dalam penelitian ini adalah SMA/SMK dan S1 yang berjumlah 35 Orang dengan persentase (39%).
B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Pendapatan Daerah Kota Dumai
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah atau berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor–faktor yang menghambat penerapan sistem digital berbasis SPBE dalam pelayanan pembayaran pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Penelitian ini melibatkan 30 orang Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai serta 60 orang wajib pajak yang mengisi angket.
Untuk lebih memperjelas, penulis membuat angket yang dirancang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dengan menggunakan indikator-indikator yang mengacu pada teori (Widodo dan Putri, 2020). Teori ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang memengaruhi penerapan digital payment, yang terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu faktor individual dan faktor organisasional. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai indikator-indikator tersebut:
1. Faktor Individual
[bookmark: _Hlk206432811]Yang dimaksud faktor individual adalah aspek yang berasal dari diri setiap orang yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan digital payment. Faktor ini mencerminkan kesiapan, kemampuan, dan dorongan pribadi individu dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dari sistem manual ke sistem digital. Peran faktor individual sangat penting karena keberhasilan penerapan digital payment bergantung pada sejauh mana pegawai maupun masyarakat mampu menerima dan menggunakan teknologi tersebut.
a. Terdapat kompetensi digital dalam penggunaan perangkat teknologi untuk pembayaran pajak di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
		Kompetensi digital pegawai maupun masyarakat pada dasarnya sudah terbentuk melalui kebiasaan dalam menggunakan perangkat teknologi, baik smartphone maupun komputer, serta layanan transaksi digital seperti mobile banking dan aplikasi keuangan elektronik. Namun, kemampuan tersebut belum dapat dimanfaatkan untuk pembayaran pajak karena hingga saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai belum memiliki aplikasi resmi berbasis digital yang dapat digunakan secara mandiri oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kompetensi digital yang ada menjadi tidak terarah dan belum bisa diimplementasikan secara optimal dalam konteks pelayanan pajak daerah. Akibatnya, potensi yang sebenarnya sudah dimiliki pegawai dan masyarakat tidak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan pembayaran pajak.
b. Memiliki pengalaman menggunakan layanan pembayaran digital melalui perbankan atau aplikasi keuangan.
Masyarakat maupun pegawai pada umumnya sudah memiliki pengalaman menggunakan layanan pembayaran digital. Kebiasaan bertransaksi melalui mobile banking atau aplikasi keuangan membuat mereka terbiasa melakukan pembayaran dengan cepat tanpa harus datang langsung ke bank atau tempat layanan. Hal ini menunjukkan bahwa baik masyarakat maupun pegawai memiliki kesiapan yang cukup baik apabila nantinya pembayaran pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai juga dapat dilakukan melalui aplikasi digital. Pengalaman yang sudah terbentuk menjadi modal penting yang dapat mendukung keberhasilan penerapan sistem pembayaran pajak secara digital di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
c. Sikap individu berperan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sistem pembayaran pajak dari manual ke digital.
Sikap yang ditunjukkan masyarakat maupun pegawai berperan penting dalam menentukan keberhasilan perubahan sistem pembayaran pajak. Di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, sebagian besar masyarakat memiliki pandangan positif terhadap rencana penerapan sistem digital, karena mereka melihat adanya peluang perbaikan pelayanan publik melalui cara yang lebih cepat dan transparan. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai juga menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi, meskipun masih terbiasa bekerja dengan sistem manual. Kesiapan untuk menerima perubahan ini menjadi modal penting agar transisi menuju digital dapat berjalan lebih lancar. Namun, karena aplikasi pembayaran pajak digital belum tersedia, sikap positif tersebut masih berupa harapan dan belum dapat diwujudkan dalam praktik sehari-hari.
d. Motivasi berperan dalam mendorong pemanfaatan layanan pembayaran pajak digital.
Motivasi masyarakat maupun pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menjadi faktor penting dalam mendukung rencana penerapan sistem pembayaran pajak digital. Masyarakat memiliki dorongan untuk menggunakan layanan berbasis aplikasi karena dianggap lebih cepat, menghemat waktu, serta tidak mengharuskan mereka datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Dari sisi pegawai, motivasi muncul karena adanya keinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih modern, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun aplikasi resmi pembayaran pajak digital belum tersedia, motivasi masyarakat dan pegawai tetap cukup tinggi. Mereka menilai bahwa jika sistem tersebut dihadirkan, akan sangat membantu dalam mempermudah proses pembayaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
e. Pengetahuan yang dimiliki berpengaruh terhadap kesiapan menggunakan pembayaran pajak digital.
Masyarakat dan pegawai pada umumnya sudah memiliki pengetahuan yang baik mengenai sistem pembayaran digital. Mereka memahami bahwa penggunaan aplikasi dapat mempermudah proses transaksi, menghemat waktu, serta mengurangi antrean di kantor pelayanan. Pengetahuan ini terbentuk karena mereka telah terbiasa menggunakan layanan digital lain seperti mobile banking dan aplikasi dompet elektronik untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, gambaran mengenai kemudahan pembayaran pajak secara digital sudah cukup dipahami. Namun, hingga saat ini pengetahuan tersebut belum dapat diterapkan langsung dalam pembayaran pajak daerah karena Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai belum menyediakan aplikasi resmi. Meski demikian, tingkat pengetahuan yang sudah dimiliki masyarakat dan pegawai menjadi bekal penting yang akan memudahkan mereka ketika aplikasi khusus pembayaran pajak nantinya tersedia.
f. Kepercayaan terhadap sistem digital payment membuat keyakinan individu bahwa sistem pembayaran digital aman digunakan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat dan pegawai memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap penggunaan sistem digital. Mereka meyakini bahwa transaksi melalui aplikasi dapat dilakukan secara aman, cepat, dan lebih transparan dibandingkan dengan pembayaran manual. Keyakinan ini tidak terlepas dari pengalaman mereka dalam menggunakan layanan perbankan digital maupun aplikasi pembayaran lain yang terbukti aman dan dapat diandalkan. Pandangan positif tersebut menjadi modal penting bagi penerapan sistem pembayaran pajak digital di masa mendatang. Meskipun Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai belum menyediakan aplikasi resmi khusus untuk pembayaran pajak daerah, tingkat kepercayaan yang sudah terbentuk tetap menjadi modal penting. Kepercayaan ini menunjukkan adanya kesiapan dari masyarakat maupun pegawai untuk menerima dan menggunakan sistem pembayaran pajak digital apabila nantinya aplikasi resmi tersebut tersedia.
g. Kesediaan individu untuk mempelajari hal baru yang diperlukan dalam penggunaan aplikasi pembayaran digital, agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sistem.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat maupun pegawai memiliki kesediaan untuk mempelajari hal-hal baru apabila sistem pembayaran pajak digital resmi diterapkan. Mereka menyadari bahwa perubahan dari sistem manual ke digital membutuhkan penyesuaian, namun pada dasarnya tidak keberatan untuk mengikuti perkembangan tersebut. Kesediaan ini muncul karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi digital dalam berbagai aktivitas sehari-hari, sehingga mempelajari aplikasi baru dianggap tidak menjadi hambatan besar. Meskipun hingga kini Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai belum memiliki aplikasi khusus pembayaran pajak, kesiapan individu untuk belajar tetap ada dan menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan penerapan sistem digital di masa mendatang.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai persepsi kegunaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V. 4
Tanggapan Responden tentang Faktor Individual
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	STB
	

	1.
	Terdapat kompetensi digital dalam penggunaan perangkat teknologi untuk pembayaran pajak di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
	
Frek
	
0
	
0
	
27
	
63
	
0
	
90

	
	
	Skor
	0
	0
	81
	126
	0
	207

	2
	Memiliki pengalaman menggunakan layanan pembayaran digital melalui perbankan atau aplikasi keuangan
	Frek
	0
	0
	30
	59
	1
	90

	
	
	Skor
	0
	0
	90
	118
	1
	209

	3
	Sikap individu berperan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sistem pembayaran pajak dari manual ke digital
	Frek
	0
	11
	37
	42
	0
	90

	
	
	Skor
	0
	44
	111
	84
	0
	239

	4.
	Motivasi berperan dalam mendorong pemanfaatan layanan pembayaran pajak digital. 
	Frek
	30
	0
	6
	54
	0
	90

	
	
	Skor
	150
	0
	18
	108
	0
	276

	5.
	Pengetahuan yang dimiliki berpengaruh terhadap kesiapan menggunakan pembayaran pajak digital.
Pengetahuan yang dimiliki berpengaruh terhadap kesiapan menggunakan pembayaran pajak digital.
	Frek
	34
	53
	3
	0
	0
	90

	
	
	Skor
	170
	212
	9
	0
	0
	391

	6.
	Kepercayaan terhadap sistem digital payment membuat keyakinan individu bahwa sistem pembayaran digital aman digunakan.

	Frek
	49
	37
	4
	0
	0
	90

	
	
	Skor
	245
	148
	12
	0
	0
	405

	7.
	Kesediaan individu untuk mempelajari hal baru yang diperlukan dalam penggunaan aplikasi pembayaran digital, agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sistem.
	Frek
	33
	47
	10
	0
	0
	90

	
	
	Skor
	165
	188
	30
	0
	0
	383

	
Jumlah
	 Frek
	146
	148
	117
	218
	1
	630

	
	
	23%
	23%
	19%
	35%
	0%
	100%

	
	Skor
	730
	592
	351
	436
	1
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Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan hasil tanggapan responden pada tabel V.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa Faktor Individual dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dikategorikan cukup baik. Kenyataan ini terbukti dari hasil skor yang diperoleh yaitu sebesar 2. 110.
Dari kriteria yang telah ditetapkan apabila di interprestasikan nilai di atas berada pada daerah kategori cukup baik , yang secara garis kontinum dapat dilihat sebagai berikut:
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[bookmark: _Hlk207229258] (630)   STB   (1.135)     TB    (1.639)    CB    (2.143)    B   (2.647)     SB    (3.150)  
							 69%

 (20%)   STB  (36%)     TB    (52%)     CB    (68%)      B    (84%)     SB    (100%) 
Tanggapan responden tentang Faktor Individual dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai didapati skor 2.110. Hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa Faktor Individual pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berada dikategori cukup baik.

2. Faktor Organisasional
Faktor organisasional merupakan aspek yang berasal dari dalam instansi atau organisasi yang memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penerapan digital payment. Faktor ini berkaitan dengan bagaimana kebijakan, dukungan, serta kondisi internal organisasi dapat menciptakan lingkungan yang siap menghadapi perubahan dari sistem manual menuju sistem digital. Organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap inovasi akan lebih mudah mengarahkan pegawai maupun masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi baru. Selain itu, faktor organisasional juga berhubungan dengan kesiapan struktur dan mekanisme kerja yang mampu memfasilitasi pelaksanaan layanan berbasis digital.
a. Infrastruktur teknologi berperan dalam mendukung penerapan digital payment dalam melakukan pembayaran pajak.
Kepercayaan yang tinggi muncul bahwa infrastruktur teknologi berperan penting dalam mendukung penerapan digital payment untuk pembayaran pajak. Berbagai pihak meyakini perangkat teknologi dan sistem layanan yang memadai mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Di lapangan, pemanfaatan infrastruktur berjalan melalui dukungan perbankan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga wajib pajak tetap dapat melakukan pembayaran secara digital. Walaupun aplikasi khusus pajak daerah belum tersedia, infrastruktur yang ada sudah menjadi landasan awal penting bagi pengembangan sistem pembayaran pajak digital ke depan.
b. Terdapat dukungan manajemen dalam penerapan sistem pembayaran pajak secara digital.
Dukungan manajemen dalam penerapan sistem pembayaran pajak digital masih tergolong lemah. Hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan semangat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menuntut integrasi layanan publik berbasis teknologi. Di lapangan, aturan dan kebijakan terkait pembayaran pajak digital belum terformulasi dengan jelas, penyediaan sarana pendukung masih terbatas, dan koordinasi antarinstansi belum berjalan optimal. Sosialisasi yang dilakukan juga belum menyeluruh sehingga pemanfaatan sistem digital kurang dipahami oleh masyarakat. Selain itu, belum adanya aplikasi khusus pembayaran pajak menjadi indikator bahwa dukungan manajemen masih perlu diperkuat agar penerapan pajak digital benar-benar selaras dengan tujuan SPBE.
c. Program pelatihan berperan dalam meningkatkan pemahaman penggunaan digital payment.
Program pelatihan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman penggunaan digital payment. Melalui pelatihan, baik aparat maupun wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan yang lebih jelas mengenai prosedur, manfaat, dan cara memanfaatkan layanan pembayaran pajak digital. Di lapangan, kegiatan pelatihan yang ada masih berfokus pada pemberian pemahaman umum mengenai digitalisasi pembayaran seperti melalui bank. Meskipun aplikasi khusus pembayaran pajak daerah belum tersedia sebagai sarana praktik, pelatihan ini tetap memberikan bekal awal yang bermanfaat bagi aparat maupun masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pelatihan dapat menjadi fondasi penting dalam membangun kesiapan menuju penerapan sistem pembayaran pajak digital yang lebih komprehensif.
d. Nilai dan kebiasaan dalam organisasi memengaruhi penggunaan digital payment.
Nilai dan kebiasaan dalam organisasi berperan penting dalam memengaruhi penggunaan digital payment. Budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan, kebiasaan memanfaatkan teknologi, serta dorongan pimpinan untuk menggunakan sistem digital akan mempercepat proses adaptasi. Di lapangan, terlihat bahwa meskipun pembayaran pajak masih banyak dilakukan secara manual di loket, kesadaran akan pentingnya digitalisasi sudah mulai tumbuh. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar bagi penguatan nilai dan kebiasaan digital di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, terutama apabila nantinya tersedia aplikasi khusus pembayaran pajak yang dapat memperkuat budaya penggunaan sistem digital.
e. Kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman terkait sistem pembayaran pajak digital.
Sosialisasi dianggap mampu menjadi sarana penting untuk menyampaikan informasi mengenai prosedur, manfaat, serta tata cara penggunaan layanan digital, sekaligus menumbuhkan kepercayaan bahwa sistem ini dapat mempermudah proses pembayaran pajak.
Sosialisasi pernah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai untuk memperkenalkan penggunaan QRIS sebagai salah satu metode pembayaran pajak. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan penjelasan mengenai manfaat dan kemudahan QRIS, termasuk bagaimana transaksi dapat dilakukan lebih praktis dengan memindai kode QR melalui aplikasi perbankan. Upaya sosialisasi tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan pemahaman awal kepada masyarakat terkait digitalisasi pembayaran pajak, meskipun aplikasi khusus untuk pembayaran pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai masih belum tersedia.
f. Keberadaan layanan bantuan memudahkan dalam menghadapi kendala membayaran pajak digital.
Keberadaan layanan bantuan berperan penting dalam memudahkan wajib pajak menghadapi kendala dalam proses pembayaran. Di lapangan, layanan ini terutama diwujudkan melalui peran petugas yang memberikan informasi, penjelasan, maupun arahan secara langsung kepada wajib pajak. Kehadiran petugas menjadi rujukan utama ketika masyarakat membutuhkan pendampingan, sehingga proses pembayaran dapat berjalan lebih lancar dan jelas. Walaupun aplikasi khusus pembayaran pajak digital belum tersedia, dukungan petugas melalui layanan bantuan tetap menjadi faktor kunci yang mempermudah wajib pajak sekaligus membangun kesiapan menuju penerapan sistem pembayaran pajak digital.
g. Kerja sama dengan lembaga keuangan atau penyedia aplikasi berperan dalam ketersediaan layanan pajak digital.
Kerja sama dengan lembaga keuangan maupun penyedia aplikasi berperan penting dalam mendukung ketersediaan layanan pajak digital. Kolaborasi ini memungkinkan tersedianya saluran pembayaran yang lebih mudah diakses dan praktis bagi wajib pajak. Di lapangan, bentuk kerja sama sudah tampak melalui keterlibatan beberapa bank sebagai mitra resmi dalam penerimaan pembayaran pajak. Meskipun aplikasi khusus pembayaran pajak belum tersedia, layanan perbankan yang terhubung dengan sistem pajak daerah telah menjadi langkah awal yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama yang ada sudah mulai terbangun dengan baik dan dapat menjadi landasan kuat dalam mengembangkan layanan pajak digital yang lebih luas ke depannya.
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden mengenai persepsi kegunaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V. 5
Tanggapan Responden tentang Faktor Organisasional
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	STB
	

	1.
	Infrastruktur teknologi berperan dalam mendukung penerapan digital payment dalam melakukan pembayaran pajak.
	
Frek
	
30
	
48
	
12
	
0
	
0
	
90

	
	
	Skor
	150
	192
	36
	0
	0
	378

	2
	Terdapat dukungan manajemen dalam penerapan sistem pembayaran pajak secara digital.
	Frek
	1
	0
	16
	66
	7
	90

	
	
	Skor
	5
	0
	48
	132
	7
	192

	3
	Program pelatihan berperan dalam meningkatkan pemahaman penggunaan digital payment.
	Frek
	0
	3
	54
	33
	0
	90

	
	
	Skor
	0
	12
	162
	66
	0
	240

	4.
	Nilai dan kebiasaan dalam organisasi memengaruhi penggunaan digital payment.  
	Frek
	0
	13
	59
	18
	0
	90

	
	
	Skor
	0
	52
	177
	36
	0
	265

	5.
	Kegiatan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman terkait sistem pembayaran pajak digital.
	Frek
	18
	47
	25
	0
	0
	90

	
	
	Skor
	90
	188
	75
	0
	0
	353

	6.
	Keberadaan layanan bantuan memudahkan dalam menghadapi kendala membayaran pajak digital.

	Frek
	0
	43
	45
	1
	1
	90

	
	
	
	0
	172
	135
	2
	1
	310

	7.
	Kerja sama dengan lembaga keuangan atau penyedia aplikasi berperan dalam ketersediaan layanan pajak digital.
	Frek
	3
	51
	33
	2
	1
	90

	
	
	Skor
	15
	204
	99
	4
	1
	323

	
Jumlah
	 Frek
	52
	205
	244
	120
	9
	630

	
	
	8%
	33%
	39%
	19%
	1%
	100%

	
	Skor
	260
	820
	732
	240
	9
	2. 061


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan hasil tanggapan responden pada tabel V.5 di atas, dapat disimpulkan bahwa Faktor Individual dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dikategorikan cukup baik. Kenyataan ini terbukti dari hasil skor yang diperoleh yaitu sebesar 2. 061.
Dari kriteria yang telah ditetapkan apabila di interprestasikan nilai di atas berada pada daerah kategori cukup baik , yang secara garis kontinum dapat dilihat sebagai berikut:
          					         2. 061

 (630)   STB   (1.135)     TB    (1.639)    CB    (2.143)    B   (2.647)     SB    (3.150)  
						 	65%

 (20%)   STB  (36%)     TB    (52%)     CB    (68%)      B    (84%)     SB    (100%) 
Tanggapan responden tentang Faktor Individual dalam Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai didapati skor 2. 110. Hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa Faktor Individual pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berada dikategori cukup baik.









Tabel V. 6
Rekapitulasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	[bookmark: _Hlk207241632]No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan
	Jumlah

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	STB
	

	1
	Faktor Individual
	Frek
	146
	148
	117
	218
	1
	630

	
	
	Skor
	730
	592
	351
	436
	1
	2. 110

	2
	Faktor Organisasional
	Frek
	15
	205
	244
	120
	9
	630

	
	
	Skor
	260
	820
	732
	240
	9
	2. 061

	
Jumlah
	Frek
	161
	353
	361
	338
	10
	1. 260

	
	
	13%
	28%
	29%
	29%
	1%
	100%

	
	Skor
	990
	1. 412
	1. 083
	676
	10
	4. 171


Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2025
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dilihat dari dua indikator berada pada kategori Cukup Baik, kenyataan ini terbukti dari hasil jawaban dari 90 responden yang total skor berjumlah 4. 171, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garis kontinum dibawah ini: 4. 171



  (1.350)  STB   (2.430)  TB   (3.510)   CB   (4.590)     B     (5.670)    SB    (6.750)   %62

	

 (20%)   STB  (36%)     TB    (52%)     CB    (68%)      B    (84%)     SB    (100%)  

Tanggapan responden tentang dua indikator Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dengan skor 4.171. Hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dikategorikan Cukup Baik.

C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Faktor pendukung Yang Mempengaruhi Penerapan Digital Payment Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai diantaranya adalah:
1. Kepercayaan masyarakat dan pegawai terhadap infrastruktur teknologi menjadi faktor yang sangat mendukung kesiapan penerapan digital payment di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Tingginya keyakinan bahwa teknologi mampu memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam pembayaran pajak menunjukkan adanya penerimaan positif terhadap transformasi digital. Infrastruktur teknologi diyakini dapat menjadi fondasi utama yang memungkinkan proses pembayaran dilakukan secara lebih modern. Hal ini memperlihatkan bahwa dukungan dari sisi psikologis dan pemahaman teknologi sudah ada, sehingga hanya tinggal menunggu pemanfaatan dalam sistem perpajakan yang lebih terarah.
2. Pengalaman menggunakan layanan digital, seperti mobile banking dan aplikasi keuangan elektronik, membuat masyarakat dan pegawai tidak asing dengan mekanisme transaksi berbasis teknologi. Pengetahuan ini menjadikan mereka lebih siap beradaptasi apabila pajak daerah dapat dibayarkan melalui aplikasi digital resmi. Kondisi tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, karena penerapan sistem baru tidak akan dimulai dari nol, melainkan didukung oleh kebiasaan yang sudah terbentuk. Dengan demikian, pengetahuan dan pengalaman digital yang dimiliki masyarakat dan pegawai menjadi modal penting yang mendukung keberhasilan implementasi sistem pembayaran pajak digital.
3. Kesediaan individu untuk mempelajari hal baru. Selain pengetahuan dan pengalaman, kesediaan individu untuk terus mempelajari hal baru juga menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan digital payment. Baik masyarakat maupun pegawai menunjukkan keterbukaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sistem, termasuk kesiapan mengikuti prosedur baru apabila aplikasi khusus pembayaran pajak daerah tersedia. Kesediaan ini mencerminkan adanya semangat adaptasi yang tinggi, sehingga dapat mempercepat proses transisi dari metode manual menuju sistem digital. Dengan modal ini, penerapan digital payment memiliki peluang besar untuk diterima dan diimplementasikan dengan baik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Selain faktor pendukung, terdapat pula beberapa faktor penghambat yang menjadi hambatan dan mempengaruhi penerapan digital payment pada badan pendapatan daerah Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:
1. Kompetensi digital yang belum terarah pada sistem pembayaran pajak Meskipun masyarakat dan pegawai memiliki kompetensi digital yang cukup baik dari kebiasaan menggunakan perangkat teknologi dan layanan transaksi digital, kemampuan tersebut belum terfokus pada pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan hingga saat ini Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai belum memiliki aplikasi resmi berbasis digital yang dapat digunakan secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan kompetensi digital yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam konteks pelayanan pajak, sehingga potensi yang sebenarnya sudah tersedia belum memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan pembayaran pajak daerah.
2. Dukungan manajemen dalam penerapan sistem pembayaran pajak digital di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai juga masih terbatas. Belum adanya kebijakan konkret terkait pengembangan aplikasi resmi membuat langkah digitalisasi belum berjalan optimal. Dukungan yang seharusnya diwujudkan melalui regulasi, penyediaan sarana teknologi, hingga komitmen penguatan layanan digital, belum sepenuhnya tampak. Keterbatasan dukungan manajemen ini menjadi hambatan yang signifikan, karena tanpa adanya kebijakan dan strategi yang jelas, proses transformasi menuju pembayaran pajak digital sulit terlaksana secara menyeluruh.


BAB VI
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat beberapa kesimpulan, di antaranya:
1. Penerapan digital payment di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dianalisis melalui dua faktor yaitu, faktor individual dan organisasional. Dari sisi individu, masyarakat maupun pegawai umumnya sudah terbiasa menggunakan layanan digital seperti mobile banking dan aplikasi keuangan elektronik. Kesediaan untuk mempelajari hal baru juga cukup tinggi sehingga mereka relatif siap beradaptasi dengan sistem berbasis teknologi. Namun, dari sisi organisasi masih terdapat keterbatasan, terutama karena hingga kini belum tersedia aplikasi khusus untuk pembayaran pajak daerah. Infrastruktur dan kerja sama dengan lembaga keuangan memang sudah mulai dibangun, tetapi penerapannya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan individu sudah cukup baik, sedangkan kesiapan organisasi masih perlu diperkuat.
2. Faktor pendukung penerapan digital payment di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari adanya kepercayaan pada infrastruktur teknologi, pengalaman serta pengetahuan digital yang sudah dimiliki masyarakat dan pegawai, serta keterbukaan untuk mempelajari hal baru yang diperlukan dalam penggunaan aplikasi pembayaran pajak. Kondisi ini menjadi modal penting bagi keberhasilan penerapan digital payment ke depan.
3. Faktor Penghambat penerapan digital payment di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terletak pada aspek individual maupun organisasional. Dari aspek individual, kompetensi digital masyarakat dan pegawai memang sudah terbentuk, tetapi belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya karena ketiadaan aplikasi resmi yang mengintegrasikan pembayaran pajak daerah. Dari sisi organisasi, dukungan manajemen juga belum berjalan maksimal, terlihat dari belum adanya kebijakan dan strategi jelas untuk mendorong percepatan digitalisasi layanan pajak. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan digital payment tidak hanya bergantung pada kesiapan pengguna, tetapi sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan, sistem, dan infrastruktur dari pihak organisasi.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai:
1. Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, disarankan untuk mengupayakan pengembangan aplikasi khusus pembayaran pajak daerah yang mudah diakses oleh masyarakat. Keberadaan aplikasi ini perlu diiringi dengan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, sehingga masyarakat maupun pegawai dapat lebih terampil memanfaatkannya dan tidak mengalami kesulitan dalam proses pembayaran pajak secara digital.
2. Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, disarankan untuk memperkuat dukungan manajemen melalui kebijakan dan strategi yang jelas dalam mempercepat digitalisasi layanan pajak. Langkah yang dapat dilakukan antara lain menyusun roadmap penerapan digital payment, memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan atau penyedia aplikasi, serta menyiapkan infrastruktur teknologi yang memadai. Dengan dukungan manajemen yang kuat, penerapan sistem pembayaran pajak digital dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.
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Tabel I.3   Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2022 - 2024  

No.  Akun  Anggaran    Realisasi  Presentase  

2022  2023  2024  2022  2023  2024  2022  2023  2024  

1.  Pendapatan Daerah  1.141,47 M  1.909,21 M  1.780,01 M  1.370,20 M  1.911,07 M  1.711,80 M  120.04  100.10  96.17  

2.  PAD  392,98 M  58 7,10 M  664,17 M  464,00 M  566,90 M  566,17   M  118.07  96.56  85.25  

3.  Pajak Daerah  179,00 M  344,01 M  431,47 M  226,33 M  358,51 M  376,97 M  114.89  104.21  97.37  

4.  Retribusi Daerah  47,99 M  58,52 M  66,27 M  32,21 M  43,13 M  51,45 M  67.12  73.70  77.63  

5.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  yang Dipisahkan  1,66 M  7,60 M  10,00 M  1,08 M  1,22 M  1,16 M  64.90  16.00  11.60  

6.  Lain - lain PAD yang Sah  146,33 M  176,97 M  156,43 M  204,39 M  164,05 M  136,60 M  139.68  92.70  87.31  

7.  TKDD  643,2 M  1.098,41 M  914,43 M  778,72 M  1.176,30 M  1.044,12 M  121.06  107.09  114.18  

8.  Pendapatan Transfer Pemerintah  Pusat  643,2 M  1.098,41 M  914,43 M  778,72 M  1.17,30 M  1.044,12 M  121.06  107.09  114.18  

9.  Pendapatan Lainnya  105,23 M  223,70 M  201,41 M  127,47 M  167,86 M  101,51 M  121.14  75.04  50.40  

10.  Pendapatan Trasfer Antar Daerah  105,23  M  223,70 M  201,41 M  127,27 M  167,86 M  101,51 M  121.14  75.04  50.40  

11.  Belanja Daerah   1.279,60 M  1.971,63 M  1.823,08 M  1.507,04 M  1.947,92 M  1.731,77 M  117.77  98.80  94.99  

12.  Belanja Pegawai  662,58 M  696,48 M  724,92 M  649,33 M  676,99 M  704,12 M  98.00  97.20  97.13  

13.  Belanja Barang dan Jasa  417,88 M  720,73 M  574,85 M  560,00 M  700,25 M  579,78 M  134.01  97.16  100.86  

14.  Belanja Modal  151,73 M  473,20 M  396,05 M  260,20 M  494,41 M  354,70 M  171.49  104.48  89.56  

15.  Belanja Lainnya  47,40 M  81,21 M  127,25 M  37,52 M  76,28 M  93,17 M  79.14  93.92  73.21  

16.  Belanja Bunga  0,00 M  4,70 M  3,60 M  1,06 M  4,14 M  1,64 M  0  88.07  45.60  

17.  Belanja Hibah  25,65 M  67,41 M  87,23 M  23,28 M  67,17 M  81,76 M  90.76  99.64  93.73  

18.  Belanja Bantuan Sosial  9,74 M  5,11 M  10,64 M  12,91 M  4,87 M  9,44 M  132.51  95.25  88.72  

19.  Belanja Tidak Terduga  12,01 M  3,99 M  25,78 M  0,26 M  0,10 M  0,32 M  2.17  2.56  1.26  

20.  Pembiayaan Daerah  160,62 M  62,42 M  43,07 M  244,26 M  62,42 M  25,56 M  152.07  100.00  59.35  

21.  Penerimaan Pembiayaan Daerah  178,62 M  107,42 M  75,07 M  262,26 M  107,42 M  25,5 M  146.82  0 .00  34.05  

22.  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  Tahun Sebelumnya  71,09 M  107,42 M  75,07 M  168,20 M  107,42 M  25,56 M  236.60  0 .00  34.05  

23.  Penerimaan Pinjaman Daerah  107,53 M  0,00 M  0,00 M  94,06 M  0,00 M  0,00 M  87.47  0 .00  0.00  

24.  Penerimaan Kembali Pemberian  Pinjaman Daerah  0,00 M  0,00 M  0,00 M  0,00 M  0,00 M  0,00 M  0.00  0 .00  0.00  

25.  Pengeluaran Pembiayaan Daerah  18,00 M  45,00 M  32,00 M  18,00 M  45,00 M  0,00 M  100.00  100.00  0.00  

26.  Pembayaran  Cicilan Pokok Utang  yang Jatuh Tempo  18,00 M  45,00 M  32,00 M  18,00 M  45,00 M  0,00 M  100.00  100.00  0.00  

Sumber Data: Media Online  https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2022 - 2024 &provinsi=04&pemda=10  
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		No.

		Akun

		Anggaran



		Realisasi

		Presentase



		

		

		2022

		2023

		2024

		2022

		2023

		2024

		2022

		2023

		2024



		1.

		Pendapatan Daerah

		1.141,47 M

		1.909,21 M

		1.780,01 M

		1.370,20 M

		1.911,07 M

		1.711,80 M

		120.04

		100.10

		96.17



		2.

		PAD

		392,98 M

		587,10 M

		664,17 M

		464,00 M

		566,90 M

		566,17 M

		118.07

		96.56

		85.25



		3.

		Pajak Daerah

		179,00 M

		344,01 M

		431,47 M

		226,33 M

		358,51 M

		376,97 M

		114.89

		104.21

		97.37



		4.

		Retribusi Daerah

		47,99 M

		58,52 M

		66,27 M

		32,21 M

		43,13 M

		51,45 M

		67.12

		73.70

		77.63



		5.

		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

		1,66 M

		7,60 M

		10,00 M

		1,08 M

		1,22 M

		1,16 M

		64.90

		16.00

		11.60



		6.

		Lain-lain PAD yang Sah

		146,33 M

		176,97 M

		156,43 M

		204,39 M

		164,05 M

		136,60 M

		139.68

		92.70

		87.31



		7.

		TKDD

		643,2 M

		1.098,41 M

		914,43 M

		778,72 M

		1.176,30 M

		1.044,12 M

		121.06

		107.09

		114.18



		8.

		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

		643,2 M

		1.098,41 M

		914,43 M

		778,72 M

		1.17,30 M

		1.044,12 M

		121.06

		107.09

		114.18



		9.

		Pendapatan Lainnya

		105,23 M

		223,70 M

		201,41 M

		127,47 M

		167,86 M

		101,51 M

		121.14

		75.04

		50.40



		10.

		Pendapatan Trasfer Antar Daerah

		105,23 M

		223,70 M

		201,41 M

		127,27 M

		167,86 M

		101,51 M

		121.14

		75.04

		50.40



		11.

		Belanja Daerah 

		1.279,60 M

		1.971,63 M

		1.823,08 M

		1.507,04 M

		1.947,92 M

		1.731,77 M

		117.77

		98.80

		94.99



		12.

		Belanja Pegawai

		662,58 M

		696,48 M

		724,92 M

		649,33 M

		676,99 M

		704,12 M

		98.00

		97.20

		97.13



		13.

		Belanja Barang dan Jasa

		417,88 M

		720,73 M

		574,85 M

		560,00 M

		700,25 M

		579,78 M

		134.01

		97.16

		100.86



		14.

		Belanja Modal

		151,73 M

		473,20 M

		396,05 M

		260,20 M

		494,41 M

		354,70 M

		171.49

		104.48

		89.56



		15.

		Belanja Lainnya

		47,40 M

		81,21 M

		127,25 M

		37,52 M

		76,28 M

		93,17 M

		79.14

		93.92

		73.21



		16.

		Belanja Bunga

		0,00 M

		4,70 M

		3,60 M

		1,06 M

		4,14 M

		1,64 M

		0

		88.07

		45.60



		17.

		Belanja Hibah

		25,65 M

		67,41 M

		87,23 M

		23,28 M

		67,17 M

		81,76 M

		90.76

		99.64

		93.73



		18.

		Belanja Bantuan Sosial

		9,74 M

		5,11 M

		10,64 M

		12,91 M

		4,87 M

		9,44 M

		132.51

		95.25

		88.72



		19.

		Belanja Tidak Terduga

		12,01 M

		3,99 M

		25,78 M

		0,26 M

		0,10 M

		0,32 M

		2.17

		2.56

		1.26



		20.

		Pembiayaan Daerah

		160,62 M

		62,42 M

		43,07 M

		244,26 M

		62,42 M

		25,56 M

		152.07

		100.00

		59.35



		21.

		Penerimaan Pembiayaan Daerah

		178,62 M

		107,42 M

		75,07 M

		262,26 M

		107,42 M

		25,5 M

		146.82

		0.00

		34.05



		22.

		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

		71,09 M

		107,42 M

		75,07 M

		168,20 M

		107,42 M

		25,56 M

		236.60

		0.00

		34.05



		23.

		Penerimaan Pinjaman Daerah

		107,53 M

		0,00 M

		0,00 M

		94,06 M

		0,00 M

		0,00 M

		87.47

		0.00

		0.00



		24.

		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

		0,00 M

		0,00 M

		0,00 M

		0,00 M

		0,00 M

		0,00 M

		0.00

		0.00

		0.00



		25.

		Pengeluaran Pembiayaan Daerah

		18,00 M

		45,00 M

		32,00 M

		18,00 M

		45,00 M

		0,00 M

		100.00

		100.00

		0.00



		26.

		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

		18,00 M

		45,00 M

		32,00 M

		18,00 M

		45,00 M

		0,00 M

		100.00

		100.00

		0.00





Sumber Data: Media Online https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2022-2024&provinsi=04&pemda=10
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